$ : KEMENTERIAN PERTANIAN
N DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 07 /KRPIS/Rc¢.210/BD/02./2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN NOMOR 45.11/KPTS/RC.210/B/11/2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 45.11/KPTS/
RC.210/B/11/2022 telah ditetapkan Petunjuk Teknis
Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa untuk mengoptimalkan dan meningkatkan
produktivitas, kualitas hasil pertanian, dan akses pupuk
dengan harga terjangkau bagi petani yang membutuhkan,
perlu mengubah Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk
Bersubsidi Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor
45.11/Kpts/Rc.210/B/11/2022 Tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5068);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5433);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem
Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6827);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6267);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang
Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam
Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang
Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam
Pengawasan;

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019
tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun
2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

Peraturan Menteri  Perindustrian Nomor 16/M-
IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
480);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN
/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan
Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 2038);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016
tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan
Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN
/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1471);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019
tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan
Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 5);



Menetapkan

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020
tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk
Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1154);

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022
tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1250);

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023
tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);

21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor
734 /KPTS/SR.320/M/09/2022 tentang Penetapan
Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi
Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN NOMOR 45.11/KPTS/RC.210/B/11/2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PUPUK
BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I
Mengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian Nomor 45.11/Kpts/Rc.210/B/11/2022
Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi
Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam
Lampifan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.



Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal |7 Februari 2023

DIREKTUR JENDERAL,
A

ALI JAMIL
NIP 196508301998031001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR O7/kPTS [ RC.210/R (02 (2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA
DAN SARANA PERTANIAN NOMOR
45.11/KPTS/RC.210/B/11/2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Penyediaan pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi sangat tergantung
pada keberhasilan program pembangunan pertanian. Peran pertanian
sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional terutama
mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan daya saing, penyerapan
tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini juga sangat strategis
dalam upaya antisipasi Krisis Pangan Dunia sebagai dampak geopolitik
saat ini. Di sisi lain penyediaan kebutuhan pangan masyarakat merupakan
tugas utama yang tidak ringan, yaitu diperkirakan penduduk Indonesia
pada tahun 2050 mencapai 330,9 juta jiwa terbesar ke enam di dunia
setelah India (United Nations Population 2019).
Upaya pencapaian produksi pertanian memerlukan dukungan prasarana
dan sarana, termasuk pupuk yang berperan vital bagi pertumbuhan
tanaman. Oleh karena itu, setiap tahunnya pemerintah mengalokasikan
anggaran subsidi pupuk untuk mendorong peningkatan produktivitas dan
kualitas hasil pertanian sekaligus menjamin akses pupuk dengan harga
terjangkau bagi para petani yang membutuhkan.
Ketersediaan pupuk, sebagai salah satu sarana produksi yang utama,
terutama pupuk bersubsidi, diharapkan dapat dipenuhi sesuai azas 6 (enam)
tepat yaitu: tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu dan harga. Dengan
demikian, dalam pengelolaan pupuk bersubsidi diperlukan kesepahaman
seluruh stakeholder terkait dalam mewujudkan tujuan tersebut.



B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1.

Maksud

Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun
Anggaran 2023, agar dalam tata kelola pupuk bersubsidi memenuhi 6
tepat (tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu, dan harga) sehingga
mendorong peningkatan produksi pertanian.

. Tujuan

Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023
Revisi disusun dengan tujuan untuk menjabarkan ketentuan terkait
pengelolaan pupuk bersubsidi agar dapat dijadikan acuan bagi petugas

yang menangani pupuk bersubsidi.

. Sasaran

Sasaran dari Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun
Arniggarart 2023 Revisi yaitu Aparat Dinas Pertamian dalam mengelola
pupuk  bersubsidi, petugas pengelolaan pupuk  bersubsidi
instansi/ stakeholder terkait, petugas lapangan, Tim Verifikasi dan

Validasi, serta petani penerima pupuk bersubsidi.

C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun
Anggaran 2023 Revisi meliputi:

1.

AR S L

Persiapan yang terdiri dari penetapan alokasi pupuk dan regulasi
terkait pengelolaan pupuk bersubsidi.

Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

Verifikasi dan Validasi Penyalurati.

Pembayaran subsidi.

Monitoring dan Evaluasi.

D. Istilah dan Pengertian

1.

3

Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya
mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang
dilaksanakan atas dasar prograri Pemerintah di sektor pertanian.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat
LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi
dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan

pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

. Petani penerima Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Petani



10.

11.

12.

13.

adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta
keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan,
hortikultura, dan perkebunan.

Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar
kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi
dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk
meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.

Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut
SIMLUHTAN adalah sistem informasi penyuluhan pertanian yang
menyajikan basis data kelembagaan penyuluhan, ketenagaan
penyuluhan, dan kelembagaan pelaku utama.

Data Spasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, ukuran,
dan/atau karakteristik lahan pertanian yang berada pada atau di atas
permukaan bumi.

Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga
Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh
Petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di
Penyalur Lini IV.

Realokasi adalah pengalokasian kembali sejumlah pupuk bersubsidi
antar wilayah, waktu dan jenis pupuk.

Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya Kementerian Pertanian
yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang
ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh
Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT Pupuk Sriwidjaja
Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT
Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi
pupuk anorganik dan pupuk organik.

Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen
berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan
pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan Pupuk
Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Pengecer resmi adalah penyalur di lini IV sesuai ketentuan Menteri
Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Sektor Pertanian.

Kartu Tani adalah sarana akses layanan Perbankan yang berbentuk
fisik yang berfungsi sebagai alat transaksi penebusan pupuk
bersubsidi di pengecer resmi.

Kartu Tani Digital adalah sarana akses layanan Perbankan yang
berbentuk elektronik/digital yang berfungsi sebagai alat transaksi
penebusan pupuk bersubsidi di pengecer resmi.

Electronic Data Capture yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin
yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk
bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek Kartu Tani di
pengecer resmi.

Verifikasi adalah kegiatan pengecekan keabsahan, kelengkapan dan
kebenaran dokumen penyaluran pupuk bersubsidi.

Validasi adalah pengesahan terhadap hasil verifikasi melalui sistem e-Verval.
Sistem Elektronik Verifikasi dan Validasi yang selanjutnya disebut e-
Verval adalah sistem informasi pelaporan hasil verifikasi dan validasi
penyaluran pupuk bersubsidi.

Tim Verval adalah tim verifikasi di tingkat Kecamatan dan Pusat. Tim
Verval Kecamatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang dalam
pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan
urusan di bidang Pertanian.

T-Pubers adalah suatu aplikasi yang digunakan di kios pengecer
untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi yang terintegrasi
dengan e-Verval.

Rekan adalah suatu aplikasi uji coba yang digunakan di kios pengecer
untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi secara digital
yang terintegrasi dengan e-Verval.

Tim Pembina adalah petugas Dinas Pertanian kabupaten/kota dan
provinsi yang melakukan pembinaan pengelolaan pupuk bersubsidi.
Sistem elektronik Alokasi yang selanjutnya disingkat e-Alokasi adalah
perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk menghimpun
dan menetapkan data alokasi Pupuk Bersubsidi.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut
RDKK adalah rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat

mesin pertanian untuk satu musim/siklus usaha yang disusun



berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani, termasuk rencana
kebutuhan pupuk bersubsidi. RDKK pupuk bersubsidi agar dihimpun
secara elektronik (eRDKK) dan dilakukan verifikasi, validasi secara
berjenjang oleh petugas terkait sesuai ketentuan dalam Permentan 67
Tahun 2016.



BAB II
KETENTUAN DAN KRITERIA PELAKSANAAN

Pengorganisasian

Pengelolaan pupuk bersubsidi melibatkan berbagai instansi terkait

berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor
305 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi
seperti pada Lampiran 1.

Adapun pengorganisasian di lingkup Kementerian Pertanian adalah

sebagai berikut:

1.

Tingkat Pusat

Tugas dan tanggungjawab di tingkat pusat :

a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk
merumuskan kebijakan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi.

b. Menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi.
Menetapkan alokasi dan HET pupuk bersubsidi tingkat provinsi.
Melaksanaan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan
Pengelolaan Pupuk Bersubsidi, serta verifikasi dan validasi
penyaluran pupuk bersubsidi tingkat nasional.

e. Mengajukan pembayaran subsidi pupuk.

Tingkat Provinsi

Di tingkat provinsi, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi selaku

Pembina Tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Tugas dan tanggungjawab Tim Pembina di tingkat provinsi:

a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

b. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari
petunjuk teknis, yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

c. Menyusun konsep alokasi pupuk bersubsidi tingkat
kabupaten/kota untuk selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur.

d. Melaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan
Pengelolaan Pupuk Bersubsidi.

e. Menganalisa laporan dari kabupaten melalui sistem e-Verval.

Tingkat Kabupaten/Kota

Di tingkat Kabupaten, Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota selaku Pembina Tingkat kabupaten.

Tugas dan tanggungjawab Tim Pembina di tingkat kabupaten/kota:

a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.



b. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk
pelaksanaan, yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

c. Menyusun konsep alokasi pupuk bersubsidi tingkat kecamatan
sampai dengan petani untuk selanjutnya ditetapkan oleh
Bupati/Walikota.

d. Melakukan pembinaan kepada petugas yang menangani pupuk
bersubsidi di tingkat Kecamatan.

e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan
kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi selaku Pembina
Tingkat Provinsi dan Kabupaten /Kota.

B. Penyaluran Pupuk Bersubsidi

1.

Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi

Alokasi pupuk bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian

dan Keputusan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan Harga Eceran

Tertinggi pupuk bersubsidi yang berlaku pada tahun berjalan.

Alokasi menjadi dasar bagi pengadaan dan penyaluran pupuk kepada

para penerima pupuk bersubsidi sesuai Peraturan Menteri

Perdagangan No. 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran

Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Kriteria Penerima Pupuk Bersubsidi

Kriteria penerima pupuk bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri

Pertanian No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi

dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Menurut peraturan tersebut, pupuk bersubsidi diperuntukan bagi

Petani yang melakukan usaha tani subsektor:

a. Tanaman Pangan dengan komoditas padi, jagung, kedelai.

b. Hortikultura dengan komoditas cabai, bawang merah, bawang
putih, dan/atau

c. Perkebunan dengan komoditas kopi, tebu rakyat, kakao.

Adapun luas lahan yang diusahakan oleh petani paling luas 2 (dua)

hektare setiap musim tanam dan diutamakan petani kecil yang

melakukan usaha tani dengan lahan paling luas 0,5 hektare.



Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai
ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan No. 04 Tahun 2023 tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
Adapun pelaksana penyediaan pupuk bersubsidi sesuai penugasan
Menteri BUMN adalah PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui produsen,
distributor, dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing.
Kewenangan pengaturan tersebut menjadi tanggung jawab PT Pupuk
Indonesia (Persero) sesuai kemampuan produksi, dengan prinsip efisien
dan efektif.



A.

BAB III
PELAKSANAAN

Persiapan

1.

Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi

Penyusunan alokasi pupuk bersubsidi dengan mekanisme penetapan
alokasi sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1 terdiri atas:

a. Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat sebagai berikut:

1) Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat
berdasarkan Data Spasial Lahan Petani.

2) Selain Data Spasial Lahan Petani Penetapan alokasi Pupuk
Bersubsidi tingkat pusat dengan mempertimbangkan : luas
baku lahan sawah yang dilindungi dan penetapan LP2B;
dan/atau penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya.
Dalam hal Data Spasial Lahan Petani belum tersedia,
digunakan data luas lahan dalam SIMLUHTAN.

3) Alokasi per Provinsi ditetapkan melalui Keputusan Menteri
Pertanian. Selanjutnya Keputusan Menteri tersebut
diunggah (upload) pada sistem e-Alokasi oleh petugas yang
menangani pupuk bersubsidi di Pusat sebagai dasar untuk
menginput alokasi per provinsi. Adapun tata cara
pnginputan alokasi dijelaskan pada Lampiran 11.

b. Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat provinsi sebagai berikut:

1) Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat provinsi ditetapkan
berdasarkan alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat.

2) Selain Data Spasial Lahan Petani alokasi Pupuk Bersubsidi
tingkat provinsi mempertimbangkan:

a) Luas baku lahan sawah yang dilindungi dan Penetapan
LP2B di kabupaten/kota dalam provinsi.

b) Penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya
dan/atau.

c) Rincian alokasi Pupuk  Bersubsidi  provinsi
sebagaimana Keputusan Menteri.

3) Alokasi Pupuk Bersubsidi dirinci lebih lanjut berdasarkan
kabupaten/kota, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.

4) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan keputusan

gubernur.



S)

Keputusan gubernur ditetapkan paling lambat minggu
pertama bulan Oktober pada tahun sebelumnya.
Selanjutnya keputusan gubernur tersebut diunggah pada
sistem e-Alokasi oleh petugas yang menangani pupuk
bersubsidi di provinsi sebagai dasar untuk menginput
alokasi per kabupaten/kota. Adapun tata cara penginputan
alokasi dijelaskan pada Lampiran 11.

c. Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota sebagai
berikut:

1)

2)

3)

4)

Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat
kabupaten/kota berdasarkan:
a) Data Spasial Lahan Petani
Apabila data spasial lahan pertanian dari pusat belum
tersedia, dapat menggunakan data spasial yang
tersedia di daerah setempat seperti peta kawasan
komoditas pertanian, lahan pertanian pangan
berkelanjutan (LP2B), dan peta sejenis lainnya.
b) Usulan kebutuhan pupuk dari kecamatan
Usulan kebutuhan pupuk dari Kecamatan dapat
menggunakan data kebutuhan pupuk tingkat petani
yang disusun dan divalidasi oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota, dan
c) Alokasi Pupuk Bersubsidi Kabupaten/Kota
sebagaimana keputusan gubernur.
Alokasi Pupuk Bersubsidi berdasarkan kecamatan, jenis
Pupuk Bersubsidi, jumlah, calon petani dan calon lokasi
serta sebaran bulanan.
Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan Keputusan
Bupati/Wali Kota.
Keputusan Bupati/Wali Kota ditetapkan paling lambat
bulan November pada tahun sebelumnya. Selanjutnya
keputusan Bupati/Wali Kota tersebut diunggah pada sistem
e-Alokasi oleh petugas yang menangani pupuk bersubsidi di
kabupaten/kota sebagai dasar untuk menginput alokasi per
petani. Adapun tata cara pnginputan alokasi dijelaskan

pada Lampiran 11.



5) Alokasi per petani agar diinformasikan oleh Dinas yang
membidangi pertanian di Kabupaten/Kota kepada petani
melalui Kios Pupuk Lengkap (KPL) sebagai dasar
penyaluran pupuk bersubsidi.

Penetapan pagu anggaran subsidi . - “ - .lh

di Kementerian Keuangan

b : s Penetapan alokasi per SK Gubernur SK Bupati/Walikota
: :a::m;:n::;mn 5 I provinsi melalui Kepmentan Alokasi Tingkat Kabupaten/Kota  Alokasi Tingkat Kecamatan Per

:2, Proporsiluas lahanspasials. ~ } | == ===n Petani |
i komoditas $p B

{3, Luas LP28 (Lahan Pertanian I [ mmmu l. 5&‘“ I
 Pangan Berkelanjutan) ’ 6

: 4, Database petani dalam Sumluhhm I ! B S ! g |
: 5. Realisasi penyaluran pupuk ulmn

¢ sebelumnya Pl |
: 6. Usulan eRDKK dari | .

¢ kabupaten/kota (Alokasi tingkat I

) Tertuang dalam :

E kecamatan per petani) Bab Ill Pasal 4 -11
Sistem Alokasi Pupuk Bersubsidi berdasarkan
Data Spasial (apabila belum tersedia,
Dasar penyaluran pupuk
|I| — !i. bersubsidi per petani berdasarkan SIMLUHTAN)
by NIK by address
Petani Kios Pengecer | ok ’

Gambar 1. Mekanisme penetapan alokasi melalui sistem e-Alokasi

d. Realokasi Pupuk Bersubsidi :
1) Realokasi pupuk bersubsidi dimungkinkan untuk
dilaksanakan apabila :
a) Adanya perubahan peraturan terkait alokasi pupuk
bersubsidi; dan/atau
b) Upaya optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi;
dan/atau
c¢) Adanya usulan realokasi dari daerah; dan/atau
d) Dilakukan secara secara serentak mulai dari tingkat
pusat sampai dengan petani.
2) Pelaksanaan realokasi dilakukan dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a) Penyesuaian volume alokasi setelah adanya realokasi
di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga
kecamatan;
b) Realokasi dimungkinkan dalam hal :
(1) Penambahan/pengurangan volume alokasi;

(2) Penambahan/pengurangan jumlah petani;



c) Volume transaksi menjadi pertimbangan dalam
realokasi;
3) Tata cara realokasi dalam sistem e-Alokasi dapat dilihat
pada Lampiran 11.
Penyusunan Regulasi
Penyusunan regulasi Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi pupuk
bersubsidi melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun
2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi Sektor Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian
terkait, untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh
Gubernur/Bupati/Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dalam
penetapan alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya. Penyusunan
regulasi penyaluran pupuk bersubsidi seperti Standar Operasional
Prosedur pada Lampiran 2.

B. Pendanaan

1.

Pusat
Anggaran subsidi pupuk Tahun Anggaran 2023 bersumber dari
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA
BUN). Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Pertanian 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi
Sektor Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian terkait.
Dukungan operasional pengawalan penyaluran pupuk bersubsidi
Tahun Anggaran 2023 bersumber dari Satuan Kerja Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang dialokasikan melalui
Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Dekon dan Tugas Pembantuan
a. Sumber Dana
Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida dalam penyusunan e-
RDKK sebagaimana yang tercantum dalam DIPA pada Satker
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun
2023, merupakan anggaran untuk memfasilitasi penginputan
alokasi pupuk bersubsidi ke dalam sistem e-Alokasi dan
Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk
Bersubsidi Tahun 2023. Apabila diperlukan, kegiatan ini dapat



didukung oleh dana APBD setempat untuk kegiatan yang tidak
dibiayai APBN.
b. Rincian Pembiayaan

Alokasi anggaran dan rincian pembiayaan menyesuaikan jumlah
Kecamatan dalam Kabupaten/Kota dan jumlah Kabupaten/Kota
dalam Provinsi untuk membiayai dukungan operasional
pengelolaan pupuk bersubsidi. Dukungan administrasi dapat
berupa pembiayaan untuk penyebarluasan informasi alokasi
pupuk bersubsidi kepada petani melalui perbanyakan petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis. Dukungan Pembiayaan
Operasional meliputi dukungan pulsa tim entri alokasi pupuk
bersubsidi dan tim verval pupuk bersubsidi; honor output
kegiatan; biaya perjalanan dinas; dan lain-lain yang dapat
dirinci pada petunjuk teknis yang diterbitkan Dinas Pertanian
Provinsi/Kabupaten/Kota.

C. Penyaluran Pupuk Bersubsidi

1.

Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan secara tertutup sesuai
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian, melalui produsen (Lini I dan Lini II) kepada distributor
(penyalur di Lini III), selanjutnya distributor menyalurkan kepada
Pengecer (penyalur di Lini IV) hingga sampai kepada Kelompok
Tani/petani. Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh
pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya berdasarkan
alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya. Dalam hal penyaluran yang
ditetapkan harus menyesuaikan kebutuhan di lapangan yang
diakibatkan pergeseran musim tanam, pengembangan kawasan,
adanya program khusus Kementerian Pertanian dan hal mendesak
lainnya, dapat dilakukan realokasi antar wilayah, dan waktu sesuai
ketentuan dalam Permentan tentang alokasi dan HET pupuk
bersubsidi.

Penyalur di Lini IV sebagai pengecer resmi yang ditunjuk wajib
menjual pupuk bersubsidi kepada petani yang terdaftar pada sistem
e-Alokasi. Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi ditetapkan

dalam Peraturan Menteri Pertanian dan berlaku untuk pembelian



oleh petani di Lini IV sebagai pengecer resmi dalam kemasan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penebusan Pupuk Bersubsidi
a. Kartu Tani

Program Kartu Tani ini melibatkan beberapa instansi terkait

yaitu: Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian

Dalam Negeri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara,

Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian
Pertanian, Gubernur dan Bupati/Wali Kota.

Mekanisme penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu
tani antara lain sebagai berikut:

1)
2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

Petani membawa kartu tani ke kios pengecer resmi.

Petugas kios menggesek Kartu Tani ke mesin EDC dan
petani memasukan PIN sebagai dasar transaksi.

Apabila terjadi kendala saat transaksi petugas kios dapat
menghubungi petugas Bank Pelaksana Kartu Tani di
wilayah tersebut.

Dalam hal terjadi kendala transaksi petugas kios dapat
mencatat penebusan pupuk bersubsidi tersebut dengan
bukti print out transaksi error untuk selanjutnya dapat
dikoordinasikan dengan Bank Pelaksana Kartu Tani untuk
dilaporkan pada Tim Verval Kecamatan.

Dalam hal penggunaan Kartu Tani Digital, mekanisme
transaksi serta verifikasi dan validasi sesuai dengan
ketentuan Bank Pelaksana Kartu Tani Digital.

Pada Tahun Anggaran 2023, dilakukan piloting Kartu Tani
Digital di Provinsi Aceh dengan Bank Syariah Indonesia
(BSI) sebagai pelaksana.

Apabila terdapat kendala dalam penggunaan kartu tani,
dijembatani oleh penyuluh agar dapat berkoordinasi dengan
bank pelaksana kartu tani.

Untuk menghindari terjadinya transaksi dobel (Kartu Tani
dan T-Pubers) dilakukan pengendalian dengan menutup
aplikasi T-Pubers terhadap petani yang sudah melakukan
transaksi dengan Kartu Tani.



Penebusan Pupuk Bersubsidi belum menggunakan Kartu Tani
Apabila kartu tani/kartu tani digital belum tersedia di suatu
wilayah, maka penebusan dapat dilakukan dengan
menggunakan KTP dengan mekanisme antara lain sebagai
berikut:

1) Penebusan melalui aplikasi T-Pubers

a] Petani menunjukkan KTP untuk difoto open camera
atau difotokopi oleh kios dan dicatat transaksi
penebusannya (nama, NIK, jenis dan jumlah pupuk,
tanggal penebusan, serta tanda tangan).

b) Kios/pengecer menginput transaksi penebusan ke
dalam aplikasi T-Pubers.

2) Penebusan melalui aplikasi Rekan (pada wilayah piloting)

a) Petani menunjukkan KTP untuk dipindai NIK nya guna
mengakses data petani di e-Alokasi.

b) Kios/pengecer menginput jumlah transaksi
penebusan.

c¢) Petani menandatangani bukti transaksi pada aplikasi.

d) KTP difoto menggunakan aplikasi yang sudah
dilengkapi geotagging dan timestamp.

e) Bukti transaksi tersimpan secara digital untuk
sewaktu-waktu dapat dicetak sesuai keperluan.

f) Dalam hal petani tidak dapat melakukan penebusan
secara individu dikarenakan beberapa hal antara lain:
alasan kesehatan, usia lanjut, force majeure,
transportasi maka penebusan dapat dilakukan oleh
ketua kelompok/pengurus kelompok yang diberi kuasa
dengan mekanisme sebagai berikut:

(1) Membuat surat kuasa sebagaimana Lampiran 14
dengan dilampirkan foto kopi KTP petani yang
memberi kuasa.

(2) Penerima kuasa menandatangani bukti transaksi
pada aplikasi.

(3) KTP beserta penerima kuasa difoto menggunakan
aplikasi yang sudah dilengkapi geotagging dan

timestamp.



(4) Kios/pengecer menginput jumlah transaksi

penebusan per NIK sesuai surat kuasa.

3. Verifikasi dan Validasi Penyaluran

a.

Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi

Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi Kegiatan Pendampingan

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2023 dilaksanakan dengan

ketentuan sebagai sebagai berikut:

1) Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan ditetapkan oleh
Bupati/Walikota yang dalam pelaksanaannya dapat
dilakukan oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan
pemerintahan di bidang pertanian. Pembentukan tim
mempertimbangkan kapasitas SDM dan fungsi tugas
sehari-hari. Jumlah anggota Tim verifikasi tingkat
kecamatan minimal 2 (dua) orang per kecamatan.

2) Tim Pembina Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas
Pertanian Kabupaten/Kota. Jumlah anggota Tim Pembina
Kabupaten/Kota minimal 3 (tiga) orang.

3) Tim Pembina Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas
Pertanian Provinsi. Jumlah Tim Pembina Provinsi minimal 3
(tiga) orang.

4) Apabila jumlah Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan
Tim Pembina Provinsi/Kabupaten/Kota dinilai kurang
memadai maka jumlah tim dapat ditambah dengan
menggunakan dana APBD I dan/atau APBD IL

5) Tim Verifikasi dan Validasi Pusat ditetapkan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran Kegiatan Subsidi Pupuk Tahun
Anggaran 2023.

Hak dan Kewajiban Tim Verifikasi dan Validasi

Dalam pelaksanaannya tim verifikasi dan validasi mempunyai

hak dan kewajiban sebagai berikut:

1) Hak
Tim Verifikasi dan Validasi
a) Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan data

dan informasi dari pengecer, distributor, dan produsen
pupuk bersubsidi terkait dengan penyaluran pupuk

bersubsidi sesuai dengan wilayah tugasnya.



2)

b) Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan honor
dan biaya perjalanan terkait dengan pelaksanaan
verifikasi dan validasi.

Tim Pembina

a) Tim Pembina berhak mendapatkan informasi dari Tim
Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan produsen
pupuk bersubsidi terkait dengan penyaluran pupuk
bersubsidi sesuai dengan wilayah tugasnya.

b) Tim Pembina berhak mendapatkan honor dan biaya
perjalanan terkait dengan pelaksanaan pembinaannya.

Kewajiban

Tim Verifikasi dan Validasi

a} Tim Verifikasi dan Validasi melaksanakan tugasnya
pada waktu/jadwal yang sudah ditetapkan.

b) Tim Verifikasi dan Validasi memastikan data
penyaluran pupuk bersubsidi.

Tim Pembina

a) Melaksanakan tugas pembinaan berupa sosialisasi dan
monitoring serta pembinaan pelaksanaan verifikasi dan
validasi penyaluran pupuk Dbersubsidi secara
berjenjang;

b) Membuat laporan hasil pembinaan.

Mekanisme Verifikasi dan Validasi

Mekanisme verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi

dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi kecamatan dan pusat

seperti SOP pada Lampiran 3.

1)

Verifikasi dan Validasi di Tingkat Kecamatan

a) Penebusan Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu
Tani
Tim Verifikasi dan Validasi memeriksa penyaluran
pupuk Dbersubsidi melalui Dashboard Bank dengan
mengisi laporan sesuai Lampiran 4. Apabila ditemukan
ketidaksesuaian data Dashboard Bank, maka
dilakukan Verifikasi Lapangan. Verifikasi Lapangan
dilakukan Tim Verifikasi dan Validasi secara sampling
di wilayah tanggung jawabnya setiap bulan dan/atau

secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan



b)

validasi dokumen. Adapun Verifikasi Lapangan

dilakukan dengan memeriksa data atau dokumen

sebagai berikut:

(1)

(2)
(3)

(4)

(6)

(7)

(8)

Laporan Bulanan yang disusun Pengecer
sebagaimana Lampiran IV huruf C Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023
tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian untuk
memastikan ketersediaan stok.

Data e-Alokasi;

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor
dengan Kios pengecer resmi;

Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara
distributor dengan pengecer;

Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran
6);

Apabila dokumen sebagaimana angka 1 sampai
dengan S tidak tersedia atau tidak sesuai, maka
tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;
Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan
dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi
Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang
ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi
Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 5); dan
Berita Acara pada angka 7 dibuat dalam rangkap
5 (lima) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan
Validasi Kecamatan, satu untuk Pengecer, satu
untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, satu untuk
Tim Pembina Provinsi, dan satu untuk

Distributor.

Penebusan Pupuk Bersubsidi belum Menggunakan
Kartu Tani

Mekanisme verifikasi dan validasi terhadap penebusan

pupuk bersubsidi yang belum menggunakan kartu tani
adalah sebagai berikut :

(1)

Pelaporan melalui aplikasi T-Pubers
(a) Verifikasi dan Validasi Dokumen



1.

.

iii.

Kios Pengecer menunjukkan dokumen

berupa:

1. Laporan Bulanan Pengecer
sebagaimana Lampiran IV huruf C
Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 04 Tahun 2023 tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian,
diperlukan untuk memastikan
ketersediaan stok;

2. Data e-Alokasi;

3. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)
Distributor dengan Kios pengecer
resmi;

4. Bukti penyaluran dari pengecer ke
petani berupa foto open camera atau
foto kopi KTP dan bukti transaksi,

5. Berita Acara Serah Terima Barang
(BASTB) antara distributor dengan
pengecer;

6. Surat Pernyataan Kebenaran
Dokumen (Lampiran 6);

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen (sebagaimana angka 1).

Memvalidasi data penyaluran pupuk

bersubsidi yang diinput oleh

kios/pengecer melalui aplikasi T-Pubers

pada sistem e-Verval (Lampiran 7).

(b) Verifikasi dan Validasi Lapangan

1.

ii.

Verifikasi lapangan dilakukan setiap
bulan dan/atau secara periodik setelah
pelaksanaan verifikasi dan validasi
dokumen

Verifikasi lapangan dilakukan tim
verifikasi dan validasi kecamatan secara
sampling pada pengecer-pengecer di

wilayah  tanggungjawabnya  dengan



ii.

mengacu pada Laporan Verifikasi dan

Validasi Pupuk Bersubsidi pada sistem
Verifikasi dan Validasi (e-Verval).
Verifikasi dan Validasi Lapangan

dilakukan dengan memeriksa data-

data/dokumen sebagai berikut:

1.

Laporan Bulanan Pengecer
sebagaimana Lampiran IV huruf C
Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 04 Tahun 2023 tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian,
diperlukan untuk memastikan

ketersediaan stok;

. Data e-Alokasi;
. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)

Distributor dengan Kios pengecer
resmi,

Bukti penyaluran dari pengecer ke
petani berupa fotokopi KTP atau foto
Open camera KTP dan bukti transaksi

penebusan;

. Berita Acara Serah Terima Barang

(BASTB) antara distributor dengan
pengecer;

Surat Pernyataan Kebenaran
Dokumen (Lampiran 6});

. Apabila dokumen sebagaimana butir

1 sampai dengan 6 tidak tersedia atau
tidak sesuai, maka tidak
diperhitungkan sebagai volume
penyaluran;

Hasil verifikasi dan validasi lapangan
dituangkan dalam Berita Acara Hasil
Verifikasi dan Validasi Lapangan
Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan
yang ditandatangani Tim Verifikasi



dan Validasi Kecamatan dengan
Pengecer (Lampiran 5); dan

. Berita Acara pada angka 8 dibuat

dalam rangkap 5 (lima) asli, satu
untuk Tim Verifikasi dan Validasi
Kecamatan, satu untuk Pengecer,
satu untuk Tim Pembina
Kabupaten/Kota, satu untuk Tim
Pembina Provinsi, dan satu untuk
Distributor.

(2) Pelaporan melalui aplikasi Rekan
(a) Verifikasi dan Validasi Dokumen

i.

ii.

Kios Pengecer menunjukkan dokumen

berupa :

1.

Laporan Bulanan Pengecer
sebagaimana Lampiran IV huruf C
Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 04 Tahun 2023 tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian,
diperlukan untuk memastikan

ketersediaan stok;

. Data e-Alokasi;
. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB])

Distributor dengan Kios pengecer
resmi;

Berita Acara Serah Terima Barang
(BASTB) antara distributor dengan

pengecer;

. Surat Pernyataan Kebenaran

Dokumen (Lampiran 6);

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen (sebagaimana angka i) dan

bukti penyaluran pada aplikasi e-Verval

berupa :



iii.

1. Penebusan per petani (NIK) berupa
foto KTP serta bukti transaksi
penebusan.

2. Penebusan per Kelompok Tani berupa
foto Surat Kuasa, foto foto kopi KTP
(per pemberi kuasa), serta swafoto
penerima kuasa beserta KTP dan
tandatangan penerima kuasa.

Memvalidasi data penyaluran pupuk

bersubsidi yang diinput oleh

kios/pengecer melalui aplikasi Rekan

pada sistem e-Verval (Lampiran 7).

(b) Verifikasi dan Validasi Lapangan

i.

ii.

iil.

Verifikasi lapangan dilakukan setiap
bulan dan/atau secara periodik setelah
pelaksanaan verifikasi dan validasi
dokumen
Verifikasi lapangan dilakukan tim
verifikasi dan validasi kecamatan secara
sampling pada pengecer-pengecer di
wilayah  tanggungjawabnya  dengan
mengacu pada Laporan Verifikasi dan
Validasi Pupuk Bersubsidi pada sistem
Verifikasi dan Validasi (e-Verval).
Verifikasi dan Validasi Lapangan
dilakukan dengan memeriksa data-
data/dokumen sebagai berikut: |
1. Laporan Bulanan Pengecer
sebagaimana Lampiran IV huruf C
Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 04 Tahun 2023 tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian,
diperlukan untuk memastikan
ketersediaan stok;
2. Data e-Alokasi;



2)

3. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)
Distributor dengan Kios pengecer
resmi;

4. Berita Acara Serah Terima Barang
(BASTB) antara distributor dengan
pengecer;

5. Surat Pernyataan Kebenaran
Dokumen/SPKD (Lampiran 6);

6. Apabila dokumen sebagaimana butir
1 sampai dengan 5 tidak tersedia atau
tidak sesuai, maka tidak
diperhitungkan sebagai volume
penyaluran;

7. Hasil verifikasi dan validasi lapangan
dituangkan dalam Berita Acara Hasil
Verifikasi dan Validasi Lapangan
Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan
yang ditandatangani Tim Verifikasi
dan Validasi Kecamatan dengan
Pengecer (Lampiran 5); dan

8. Berita Acara pada angka 7 dibuat
dalam rangkap 5 (lima) asli, satu
untuk Tim Verifikasi dan Validasi
Kecamatan, satu untuk Pengecer,
satu untuk Tim Pembina
Kabupaten/Kota, satu untuk Tim
Pembina Provinsi, dan satu untuk
Distributor.

Tim Pembina Kabupaten/Kota

a)

b)

Tim Pembina Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi,
monitoring dan pembinaan terhadap pelaksanaan
kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan
Validasi Kecamatan.

Tim Pembina Kabupaten/Kota menarik laporan hasil
verifikasi tim verifikasi kecamatan se-Kabupaten/Kota

melalui sistem e-Verval. Apabila terdapat kekeliruan



3)

4)

data penyaluran dapat melaporkan kepada Tim

Pembina Provinsi.

Tim Pembina Provinsi

a) Tim Pembina Provinsi melakukan sosialisasi dan
monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan oleh Tim
Pembina Kabupaten/Kota dan kegiatan verifikasi dan
validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan.

b) Tim Pembina Provinsi menarik laporan hasil verifikasi
tim verifikasi kecamatan se provinsi melalui sistem e-
Verval. Apabila terdapat kekeliruan data penyaluran
dapat melaporkan kepada Tim Verifikasi dan Validasi
Pusat.

Tim Verifikasi dan Validasi Pusat

Melakukan verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana

disampaikan oleh PT Pupuk Indonesia kepada Kuasa

Pengguna Anggaran.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

a) Verifikasi dan Validasi Dokumen
PT Pupuk Indonesia menyerahkan dokumen berupa:

(1) Rekapitulasi penyaluran pupuk bersubsidi per
Kecamatan baik penebusan manual maupun
menggunakan Kartu Tani;

(2) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran
8).

b) Tim Verifikasi dan Validasi Pusat melakukan verifikasi
dan validasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana
huruf a dibandingkan dengan laporan penyaluran
pupuk bersubsidi pada Dashboard Bank dan sistem e-
Verval.

c¢) Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita
Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi dan Validasi Pupuk
Bersubsidi Tim Pusat sebagaimana Lampiran 9.

d) Berita acara tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) asli, satu
untuk tim verifikasi dan validasi pusat, satu untuk
produsen pupuk, dan satu untuk PT Pupuk Indonesia.

e) Verifikasi dan Validasi Lapangan



(1)

(2)

(3)

Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan
dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan
verifikasi dan validasi dokumen;

Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan

validasi pusat secara sampling pada pengecer-

pengecer dan kelompok tani/petani dengan
mengacu pada Laporan Sistem e-Verval atau data

Dashboard Bank serta Berita Acara Rekapitulasi

Hasil Verifikasi dan Validasi Tim Pusat (Lampiran

9);

Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan

dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai

berikut:

(a) Laporan Sistem e-Verval;

(b) Dashboard Bank;

(c) Data e-Alokasi;

(d) Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor
dengan Kios Pengecer Resmi;

() Bukti penyaluran dari pengecer ke petani
berupa fotokopi KTP atau foto open camera
KTP dan bukti transaksi (wilayah yang
menggunakan aplikasi T-Pubers);

(f) Rekapitulasi penyaluran per petani/NIK
(Nomor Induk Kependudukan) pada sistem e-
Verval,

(g) Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB)
antara distributor dengan pengecer;,

(h) Laporan Bulanan Pengecer (Lampiran IV
huruf C Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan
dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk
Sektor  Pertanian), diperlukan  untuk
memastikan ketersediaan stok;

(i Apabila dokumen sebagaimana butir (a), (b),
(c), (d) dan/atau (e) tidak tersedia atau tidak
sesuai; maka tidak diperhitungkan sebagai

volume penyaluran;



(4) Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan
dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi
Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim  Pusat
sebagaimana Lampiran 10;
(5) Berita Acara pada angka (4) dibuat dalam rangkap
4 (empat) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan
Validasi Pusat, satu untuk Distributor, satu
untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, dan satu
untuk Produsen.
Jadwal Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi
Agar pelaksanaan verifikasi dapat terjadwal dan tidak
menghambat pembayaran subsidi pupuk kepada Pelaksana,
maka pelaksanaan verifikasi dan validasi diatur sebagai berikut,
yaitu:
1) Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan
Verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat
kecamatan dilaksanakan setiap bulan.
2) Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Pusat
Verifikasi dan Validasi Pusat dilaksanakan sesuai
penugasan dari Kuasa Pengguna Anggaran. Hasilnya
dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi
Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
Mekanisme Pembayaran Subsidi Pupuk
Pembayaran subsidi pupuk dari Pemerintah kepada PT Pupuk
Indonesia dilakukan setiap bulan berdasarkan hasil sinkronisasi
data penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan akhir bulan
yang diusulkan oleh PT Pupuk Indonesia baik melalui
Dashboard Bank maupun manual dengan data penyaluran yang
tertuang dalam sistem e-Verval. Jumlah biaya yang dibayarkan
mengacu pada nilai subsidi yang ditetapkan dalam kontrak
antara Kementerian Pertanian cq Ditjen PSP dengan PT Pupuk
Indonesia. Nilai subsidi mengacu pada HPP (Harga Pokok
Penjualan) sementara yang ditetapkan melalui Keputusan
Menteri Pertanian. Pembayaran subsidi secara total sampai
dengan akhir tahun mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan,
Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk,
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Gambar 2. Mekanisme pembayaran subsidi pupuk

Keterangan :

a.

Kios menginput volume pupuk yang dibeli petani ke dalam aplikasi T-
Pubers (maksimal tgl 1 bulan berikutnya) atau Rekan.

b. Hasil input kios pada aplikasi T-Pubers otomatis masuk ke sistem e-
verval.

c. Tim Verval Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi pada sistem
eVerval pada tanggal 2-10 setiap bulannya.

d. Proses verifikasi transaksi kartu tani dilakukan berdasarkan data
dashboard yang terhubung ke dalam sistem e-Verval.

e. PT. PIHC melakukan penagihan subsidi berdasarkan data penyaluran
yang dilaporkan Anak Perusahaan kepada KPA.

f. KPA memerintahkan PPK untuk melakukan verifikasi dan validasi
dokumen penagihan dari PT PIHC.

g. Tim Verval pusat melakukan verifikasi dan validasi data dari eVerval
dan dashboard bank. Apabila tidak ada laporan keberatan dari
Distan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan PIHC serta laporan KP3,
maka hasil verifikasi dan validasi menjadi dasar pembayaran subsidi.

h. KPA mengusulkan pembayaran ke DJA Kementerian Keuangan




BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara periodik tergantung anggaran
yang tersedia, baik oleh petugas pembina di tingkat kabupaten/kota, provinsi
maupun pusat. Untuk memudahkan monitoring dapat mengacu Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai berikut:

A. Analisa dan Pengendalian Resiko

Analisa dan pengendalian resiko dalam pengelolaan pupuk bersubsidi

diuraikan di dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Analisis dan pengendalian resiko

Proses Bisnis Utama

(Komponen)

~ Risk Event/ Uraian | : .
Bentuk Pengendalian

~ Peristiwa Risiko

I. PERENCANAAN

Penyusunan Usulan

Kebutuhan Pupuk

Penginputan data e-

Alokasi kurang akurat

Melakukan sosialisasi

pendataan e-Alokasi;

Kebutuhan Pupuk

bersubsidi melalui
eAlokasi tidak sesuai

dengan prosedur

Bersubsidi Menambah waktu
dalam pendataan e-
Alokasi,
Mengembangkan sistem
e-Alokasi
Verifikasi dan validasi | Melakukan sosialisasi
usulan e-Alokasi pendataan e-Alokasi;
secara berjenjang Menambah waktu
tidak dilakukan dalam pendataan e-
dengan cermat Alokasi;
Mengembangkan sistem
e-Alokasi
Pertemuan Penetapan usulan Melakukan koordinasi
Perencanaan kebutuhan pupuk dengan pihak Dinas

Provinsi/Kabupaten

Rapat Koordinasi

Pupuk Bersubsidi

Kebijakan dan

Mekanisme Tata

Melakukan koordinasi

dengan pihak Dinas




Proses Bisnis Utama

Risk Event/ U:aian ;

: - | Bentuk Pengendalian
(Komponen) Peristiwa Risiko
Kelola Pupuk Provinsi/Kabupaten
Bersubsidi serta Instansi Terkait
Penyusunan Alokasi yang Mereviu draf alokasi

Permentan tentang

Alokasi dan HET

ditetapkan tidak

proporsional

secara berjenjang

Penyusunan
Kepmentan tentang
Alokasi dan HET

Alokasi yang
ditetapkan tidak

proporsional

Mereviu draf alokasi

secara berjenjang

Penyusunan

Petunjuk Teknis

Penerbitan petunjuk
teknis tidak tepat
waktu

Melakukan konsultasi
dan koordinasi dengan

pimpinan

Penginputan Alokasi
per Petani ke dalam
Aplikasi Alokasi

Penginputan data
alokasi per petani

tidak tepat waktu

Melakukan koordinasi
dengan pihak Dinas

Provinsi/Kabupaten

Penetapan kontrak
dengan PT. Pupuk

Indonesia (Persero)

Penetapan kontrak
tidak tepat waktu

Melakukan koordinasi
dan konsultasi dengan
stakeholder

II. PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN

Penyaluran Pupuk

Bersubsidi

Penyaluran pupuk
bersubsidi tidak
sesuai dengan prinsip

6 (enam) tepat

Melakukan koordinasi
dengan PT. Pupuk
Indonesia; Melakukan
monitoring secara

periodik terhadap stok

Penyaluran 3 (tiga)
jenis pupuk
bersubisdi diluar 9

(sembilan) komoditas

Melakukan koordinasi
dengan PT. Pupuk

Indonesia (Persero)

Verifikasi dan
Validasi Penyaluran

Pupuk Bersubsidi

Verifikasi dan validasi
atas penyaluran
sebagai dasar
pembayaran tidak
dilakukan dengan

cermat

Melakukan koordinasi
dengan Tim Pembina

Provinsi/Kabupaten




Proses Bisnis Utama

(Komponen)

Risk Event/ Uraian

Peristiwa Risiko

Bentuk Pengendalian

Verifikasi lapangan
belum keseluruhan

terlaksanakan

Menambah jumlah
petugas, anggaran dan
waktu

Pembayaran Pupuk

Bersubsidi

Dokumen pendukung
tagihan kurang
lengkap dan tidak

sesuai

Melakukan koordinasi
dengan PT. Pupuk

Indonesia (Persero)

Pengajuan
pembayaran tidak
tepat waktu

Melakukan koordinasi
dengan PT. Pupuk

Indonesia (Persero)

III. EVALUASI DAN PELAPORAN

Supervisi, Monitoring
dan Evaluasi

Penyaluran Pupuk

Supervisi, Monitoring
dan Evaluasi

Penyaluran Pupuk

Menambah jumlah
petugas, anggaran dan

waktu

Bersubsidi Bersubsidi tidak

optimal
Pelaporan Pelaporan penyaluran | Menambah jumlah
Penyaluran Pupuk pupuk bersubsidi petugas dan waktu

Bersubsidi

tidak memadai

Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan pengelolaan pupuk bersubsidi tahun 2023 adalah

sebagai berikut :

1. Terfasilitasinya Petani dalam menebus pupuk bersubsidi sesuai

ketentuan yang berlaku.

2. Tersedia Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk

Bersubsidi yang akuntabel.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi dapat dipantau
melalui sistem e-Verval.

Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi diatur dalam

Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida.




BAB V
PENUTUP

Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023 Revisi
dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyediaan dan penyaluran pupuk
bersubsidi. Untuk acuan lebih lanjut di tingkat lapangan dapat diatur melalui
petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian
Provinsi/Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan target yang
telah ditetapkan.

Untuk itu, diperlukan komitmen dan peran aktif seluruh stakeholder terkait
dan Pemerintah Daerah dalam pengawalan dan pengawasannya, sehingga
ketersediaan pupuk bersubsidi dapat terjamin secara tepat jumlah, jenis,

waktu, tempat, mutu, harga dan sasaran.

DIREKTUR JENDERAL,

ALI JAMIL
NIP 196508301998031001



BAB V
PENUTUP

Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023 dapat
dijadikan sebagai acuan dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
Untuk acuan lebih lanjut di tingkat lapangan dapat diatur melalui petunjuk
teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota,
sehingga pelaksanaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk itu, diperlukan komitmen dan peran aktif seluruh stakeholder terkait
dan Pemerintah Daerah dalam pengawalan dan pengawasannya, sehingga
ketersediaan pupuk bersubsidi dapat terjamin secara tepat jumlah, jenis,

waktu, tempat, mutu, harga dan sasaran.

DIREKTUR JENDERAL,

ALI JAMIL
NIP 196508301998031001
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2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Perckonomian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);

4. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia Nomor § Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2018
tentang Perubahan- atas Peraturan Menteri  Koordinator
Bidang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian;

MEMUTUSKAN:

Menectapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
TENTANG KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN PUPUK BERSUBSIDI.

Pasal 1
Membentuk Kclompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi yang

selanjulnya disebut Kelompok Kerja.

Pasal 2
Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai
tugas sebagai berikut:
a. mengoordinasikan perumusan kebijakan yang berkaitan
dengan pupuk bersubsidi;

b. mengoordinasikan  kebijakan  produksi, distribusi  dan
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c. melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan pupuk

bersubsidi.

Pasal 3

Susunan keanggotaan Kelompok Kerja scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 terdiri atas:

Ketua

Wakil Ketua

Selretaris

Anggota

: Deputi  Bidang Koordinasi Pangan dan

Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang

Perckonomian;

. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian, Kementerian Pertanian;

. Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan

dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian;

). Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan
Industri, Kementerian Koordinator Bidang
Perckonomian;

2. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan
Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman,
Sekretariatl Wakil Presiden;

3. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan
Farmasi, Kementerian Badan Usaha Milik
Negara;

4, Deputi Bidang Perekonomian, Sektretariat
Kabinet;

5. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi
dan Tekstil, Kernenterian Perindustrian;

6. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam
Negeri, Kementerian Perdagangan;

7. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,

Kementerian Perdagangan;
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12.

13.

14.

15.

16.

19,
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Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian
Keuangan,

Direktur Jenderal Perbendaharaan,
Kementerian Keuangan,

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan
Informatika, Kementerian Komunikasi dan

Informatika;

. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi,

Kementerian Energi dan  Sumber Daya
Mineral;

Dircktur  Jenderal  Otonomi Daerah,
Kementerian Dalam Negeri;

Ditekwur Jenderal Bina Pemerintahan Desa,
Kementerian Dalam Neger;

Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan  Sipil, Kementerian  Dalam
Negeri;

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber
Daya Alam, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran,
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah,

. Deputi Bidang Statistik Produksi, Badan

Pusat Statistik;

. Dircktur  Utama Badan  Aksesibilitas

Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian
Komunikasi dan Informatika;
Kepala Badan Kehijakan Fiskal,

Kementerian Keuangan;
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20. Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pertanian, Kementerian Pertanian;

21. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian, Kementerian Pertanian; dan

22. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas

Bumi/SKK Migas.

Pasal 4
Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah
daerah, pemangku kepentingan, dan/atau  pibak lain  yang

dipandang perlu.

Pasal
Kelompok Kerja bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan
tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

secara berkala atau sewaktu-wakiu diperiukan.

Pasal 6
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Kelompok Kerja dapat membentuk perangkat kerja pembantu yang

keanggolaannya ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja.

Pasal 7
Segala Dbiaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perckonomian inj
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Kementerian Koordinater Bidang Perekonomian.



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

.6 -

Pasal 8
Keputusan Menteri Koordinalor Bidang Perckonomian ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2019

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ted.

DARMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan dan
Lhabungan Masyarakat,

* -




Lampiran 2. Alur penyaluran pupuk bersubsidi

Penyaluran Pupuk Bersubsidi
PELAKSANA
DAERAH PUSAT
No. Kegiatan Distributor Koordinstor Kedlstan DA Waktu(T-4) Output Ket.
dan | AT Peryuh | Kol Mabld |y opopcteniot| BupatiWalkota |Admin Provinsl oot | Gubormur | Admin Pusat Ranterl |\ o anterian
Pengecer Kecamaten v a
Draft Keprmentan tentang
Y Menatapkan Kepmentan entang Alokasi den HET Pupuk Agustus Abkasi dan HET Pupuk
Bersubsidi (alokasi per provinsi) Bersubsidi
Kepmentzn tentang Alokasi
2 Mengunggah Kepmentan dan menginput alokasi pupuk per S Agustus dan HET Pupuk Bersubsidi
provinsi ke sistem -Akokasi (per provinsi)
3 Menyampetkan Kepmentan kepeda Gubernur, jika dipertukan Agustus %“ogﬂ.ﬁﬂéﬁ:
dapet dilkuken reaikesi antar provinsi e — ire
Menyusun Konsep Abkasi Tingkat Provinsi (alokasi per
4 kabupernion) @
5 Menetapkan SK Alokesi Tingkat Provinsi (elokasi per _ Agustus -
kabupaterkata) Septanbar
6 Meraungoeh SK Abiasi Tinget Provinidan mergirputebiasi &> il ekl e v
pupuk per iebupaten/kola ke sistem o-Albokasi - Oktober
Wakty readolasi
7 Menyampaikan SK Abkesi Tirghat Provisi untuk ditredakianiss Sepember - disesuikan kebuhshan|
dengan SK Alokesi Tingiat Kabupaten/Kota %.llﬁ Oktober kabupezrikot
|Menyusun Konsep Abkasi Tingkat Kabupaten/Kot (iokasi
o |Heryimn Kosep Abjas! Tt Katcoska (ees po E=g @Il@l@
Menyusun dan menandatangani draf SK Abkasi Tingkat Sepember -
s Kabupaten/Kota (ekkesi per kecamatar) ) Okdober
0 Mengunggah Draf SK Alokasi Tingkat KebupaterviKota den
menginput alokasi pupuk per kecamatan ke shtem e-Albkasi
Wekdu redolasi
11 |Menyampaikan SK Abkasi Tirglat KebupateriKoa tepada [rca] {EEsile {disesuairan keburhen]
| penyuluh pertanian di tingkat kecamata |kecamatan
 [SK AckesiRealokasi Tingkat |Pating et
12 {Menginput alokas! pas petani ke dalam sistem e-glokasi zsm.io_ag (per
Lembar pengesahan glokesi  [Lembear pengesehen
E‘Hu e[ —EEE] . [per tecamaten yang dsetd |sebagei bukti verifikasi
13 {Memverifikasi dan memvaiidasi alokasi per peani o.asna ceh Kacis Pertaniana.n.  Jdanvaldasi
November g, cott Waskota
Tolak Setuju
> Lembas pengeszhan alokasi  |Lember pengesahan
per petani d tngkat sebagai buldi vesifikasi
" qunduh dan ani kmbar Q&aﬂ. Nﬂag,\.na%”uﬁ:og dan valdasi
_wﬂgza.as dan diketahui
. . . Lampiran alokasi per petani
15 [Menetapkan bkasi per petani metabi SK Aloias == Novembes | paca SK AblasiReakiasi
Bupatiatho Tingkat Ketviota
16 [Mengunagah SK Abiasi BupatiWaikota _




Lampiran 3. Alur verifikasi dan validasi dokumen penyaluran pupuk bersubsidi

Verifikasi dan Validasi Dokumen Penyaluran Pupuk Bersubsidi

PELAKSANA
DAERAH PUSAT
Kegiatan Per'gter Tim Verval | Tim Verval | Tim Verval | Tim Verval szsgai T P Tm | Weku () Output Ket.
Resmi Kecamatan | Kab/Kota | Propinsi Pusat Pupuk Pupest/KPA SPP/SPM
Menginput data petani yang menebus & .

T N . Oata transaksi . . .
pupuk bersubsidi berdasarkan bukti @ wﬁ":"la penebusan pupuk re"eb“:‘ r'g::a'“' ';a"“ Tani
transaksi dan merekap data penyaluran ”ggﬁMn ulan | - elalui aplikasi T- danssuns erdata pada

ya ashboard Bank
kepada distributor PT PIHC Pubers atau Rekan
Tim Verval Kecamatan melakukan Tons _@ sevs : =
verifikasi dan validasi hasil input kios Rekap data Tim verval kecamatan
pengecer dengan data pembanding s‘f}‘;‘g Laf:gga' :"i‘“ﬂ‘_’mr'i‘f yang me'a:‘“";f"‘l’fhfzz‘ui“:" ?I‘?U "
. . . -10 bulan (telah diverifikasi  |penolakan terhadap hasil inp:
berupa bukti transaksi dan bukti berikutnya |oleh Tim Verval  |data transaksi penebusan
penyaluran berupa foto open camera Kecamatan melalui S| Verval
atau fotokopi KTP
Tim Verval Pusat melakukan verifikasi Rekap data Tim verval pusat melakukan
dan validasi terhadap data transaksi | Bulan :":"ﬁf"a:f::"? :’eﬂ’f";"i“i" a,:‘?“ P':':"::"‘a"
. . Tolsk . elan diverinkasi ernaaap nastl inpu a
’\)leneblu:an yantg telah disetujui oleh Tim @ bertkutnya oleh Tim Verval  |transaksi penebusan melalui S|
erval Kecamatan Pusat Verval
Hasil verifikasi dan validasi otomatis Tim verval kabupaten/kota dan
e é g Terekam provinsi bertugas melakukan
terekam di sistem e-Verval yang dapat otomatis datam |- pembinaan dan monitoring
diakses oleh Tim Verval Kecamatan, setufy cistem terhadap proses verval di
Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat wiayahnya berdasarkan hasi
rekap S| Verval
Mereview Data Penyaluran puber = Setiap tanggal [REEPAAta | iew sistem eVerval
melalui sistem e-Verval dan dashboard 1145 bulan [PEYEIUREN melalui| o ke kepada PPK bila
) sistem eVerval dan [22P ep
Bank untuk penebusan dengan Kartan berikutnya |0\ 1 card Bank |tidak ada laparan keberatan
dari Tim Verval
- Tolak Kabupaten/Propinsi, KP3
Mengusulkan Pembayaran Subsidi Akhirbulan  |Berita Acara Hasil [untuk diusulkan pembayaran
Pupuk berikutnya  |Verifikasi subsidi

R P Usulan Proses
Melakukan review usulan pembayaran ><g> Akhirbulan  {Pembayaran
Subsidi berikutnya  |Kepada Tim )

SPPISPM
Mengajukan pembayaran subsidi pupuk Akhir bulan geng:;"a"
" embayaran -
ke KPPN berikutnya 1o, beidi ke KPPN




Lampiran 4.

Pengawalan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Menggunakan Kartu Tani (Ton/liter)

Periode Bulan : ...... 2023
Kecamatan
Kabupaten :
A.Data e-Alokasi
Jenis Pupuk
NPK
Formula
No Desa SP- Organik | Organik
Urea ZA | NPK | Khusus
36 Granul Cair
(untuk
kakao)
1.
dst
TOTAL
B.Data Penyaluran
Jenis Pupuk
NPK
Formul
Organi
No Desa SP- a Organi
Urea ZA | NPK k
36 Khusus k Cair
Granul
(untuk
kakao)
1.
dst
TOTAL
...... y veeen. 2023
ttd

Nama Pelapor (Tim Verval)



Lampiran 5.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI LAPANGAN PUPUK BERSUBSIDI TIM
KECAMATAN
Pada hari ...(diisi har...... tanggal ...(diisi tgl, bulan, tahun)....... telah
dilakukan verifikasi lapangan di Provinsi ...(diisi nama provinsi).... Kabupaten
...(diisi nama Kabupaten).... Kecamatan ...(diisi nama Kecamatan)..... , Desa
...... (diisi nama Desaq)....... Periode .....(diisi bulan dan tahun)... sampai dengan
..... (diisi bulan dan tahun)... dari Produsen ........................ dan
Distributor...........ccoviviinnnnn.. dengan hasil sebagai berikut :
1. Penyaluran bulan............. (Ton/liter)
Jenis Pupuk
NPK Formula
Organik | Organik
No Penyaluran | Urea | SP-36 ZA NPK Khusus
Granul Cair
(untuk kakao)
Data
) Pengecer/Hasil
Verifikasi dan
Validasi
2 Koreksi
3 Hasil Verifikasi
Lapangan
Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :
1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ...... di
Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........
2 SP36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ...... di

Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........




3 ZA

4 NPK

5 NPK
Formula
Khusus
(untuk
kakao)

6 Organik
Granul

7 Organik
Cair

ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ...... di

Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........

ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ...... di
Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........
ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ...... di
Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........

ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ...... di

Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........

2. Penyaluran bulan............. (Ton/liter)
Jenis Pupuk
NPK Formula
Organik | Organik
No | Penyaluran Urea SP-36 ZA NPK Khusus
Granul Cair
(untuk kakao)
Data
) Pengecer/Hasil
Verifikasi dan
Validasi
2 Koreksi
3 Hasil Verifikasi

Lapangan

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

1 Urea

2 SP36

ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ......

di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........

ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ......

di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........




Lampiran 6.

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN (KIOS PUPUK LENGKAP)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

KPL :

menyatakan bahwa data dan kelengkapan dokumen yang kami sampaikan
berkaitan dengan tagihan subsidi pupuk periode bulan ........ tahun .........
adalah benar dan menjadi tanggung jawab KPL ..........c.cccooiviiiinneninn.e. baik
secara formal maupun material.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,materai dan stempel

Nama



Lampiran 7. Tata Cara Sistem e-Verval

Pelaksanaan verifikasi dan validasi dilakukan melalui melalui sistem e-verval
yang terdiri dari proses verifikasi di tingkat kios melalui aplikasi T-Pubers dan
Rekan serta verifikasi dan validasi di tingkat kecamatan dan pusat melalui

website https://pupukbersubsidi.pertanian.go.id /verval (SI Verval) yang

diakses dari peramban (browser) Google Chrome.

MENU DI USER TIM
VERVA

i Fréses verifikasi & Validasi | r P;o_ses vorifikas B
DARI USER KIOS {apabila YA !an};surllg_kl_rut_\/ | | validasi (bila YA
- kalau TIDAK, diberi slot | Y

PENGECER/PIHC) | dikirim | SISTEM | keterangan }*) | langsung kirim / kalau

eVERVAL e TIDAK, diberi slot

(BY APLIKASI . keterangan )*
MOBILE kirim
¥

MASUK KE REKAPAN
YANG DISETUIUI

*) ada status yang disetujui
dan tidak disetujui Tim
Verval Pusat

Gambar 3. Mekanisme sistem e-verval
1. Aplikasi T-Pubers (Kios Pengecer)
Melalui aplikasi ini, kios pengecer melakukan input data penyaluran pupuk
bersubsidi ke dalam sistem e-verval dengan menggunakan telepon genggam
bersistem operasi Android. Aplikasi T-Pubers Online dapat diunduh di Google
Playstore. Berikut ini merupakan langkah-langkah verifikasi data penyaluran
pupuk bersubsidi melalui T-Pubers.

a. Pastikan fitur lokasi (GPS/Global Positioning Sistem) menyala saat
melakukan penginputan data. Hanya kios terdaftar dan aktif yang dapat
melakukan penginputan.

b. User kios pengecer melakukan login ke aplikasi T-Pubers dengan mengisi
kode kios dan password. Setelah selesai, klik login untuk mulai
melakukan proses input.

c.Klik tanda tambah (+) untuk menambah penebusan baru.

=

T-PUBERS Online

Gambar 4. Halaman login aplikasi T-Pubers



d. Setelah muncul menu “Penebusan Baru", isi NIK yang tertera pada KTP.
Bila NIK sudah terdafftar di dalam e-Alokasi, maka user dapat

menginput data realisasi pupuk bersubsidi.

g e SRy Rl e
| Apabila NIK tdk ada atau salah | ¢ Apabila NIK sdh terdaftar di |
| format /kurang dari 16 Digit eRDKK \

BeK Pt

740215153050002

tersebut
sesuai |
KTP /NIK |
yang

terdaftar }
:lRDKK*)% AS DFGHJYKLE e e k)

NIK Ditemukan

QW E R T et gwertyuiop

4 ZXCVBNM®@ 4 2 xcvyvbnm@

wa . 9 s )

Gambar 5. Pencarian NIK pada menu penebusan baru

e.Pilih tanggal transaksi penebusan pupuk yang akan diinput.
f. Isi jumlah pupuk yang ditebus pada kolom masing-masing jenis pupuk.

Setelah jumlah pupuk diisi, kuota pupuk e-Alokasi yang tersisa akan
berkurang.

Gene W@

<

Penebusan Baru

Naini amaliyah 2021
Rab, 14 Apr

TANGGAL PENEBUSAN: 04/28/21

Hebi April 2021

Urea (kg)
Sp-36 (kg)
A e

50

40

100406 Ky

SUBMIT

Gambar 6. Pengisian data transaksi penebusan

(|

pupuk pada aplikasi T-Pubers

g. Setelah itu, klik submit untuk mengirimkan data transaksi penebusan
pupuk bersubsidi.



o628 8 o670 @8

T-PUBERS Online

Tanggal penebusan: 25 April 2021

Penebusan Berhasil Muhamad Safii =
Mama Petani: Naini amaliyah A SO3BHD0L
Tanggal penebusan: 14 April 2021 Tanggal penebusan: 26 April 2021
"
Naini amaliyah "
PENEBUSAN BARU KELUAR }
Tanggal penebusan: 16 April 2021
Sumardi &
10 !
1 2 3 4 5 6 7 8 g 0 Tanggal penebusan: 27 April 2021
q w e r t Y 51 i [- 8§ :)
aygsidifigihijsgkygl Naini amaliyah
T zixzgelvibinim «3 Tanggal penebusan: 14 April 2021
i ¥ LD 20350 b A ¢
@31 1 Bahasa Indonesia +
1l (] 1l

Gambar 7. Data transaksi penebusan pupuk yang berhasil terkirim
2. Aplikasi Rekan (Kios Pengecer)

Melalui aplikasi ini, kios pengecer dapat melakukan penginputan data

penyaluran pupuk bersubsidi ke dalam sistem e-verval dengan

menggunakan telepon genggam bersistem operasi Android. Aplikasi REKAN

Kios dapat diunduh di Google Play Store. Berikut ini merupakan langkah-

langkah menggunakan aplikasi REKAN Kios untuk melakukan penginputan

data penyaluran pupuk bersubsidi:

a. Setelah pengguna mengunduh aplikasi REKAN Kios melalui Google Play
Store, pastikan pengguna menyetujui seluruh perizinan aplikasi untuk
mengakses perangkat telepon genggam pengguna (seperti: perizinan
akses lokasi/GPS (Global Positioning Sistem), perizinan mengakses foto,
media dan file, perizinan menulis file, dan perizinan mengakses

Bluetooth).

. Q (om ] =
Izinkan RMS PIHC melakukan dan Izinkan RMS PIHC mengakses Izinkan RMS PIHC mengakses foto, Izinkan RMS PIHC mengambil
mengeicla panggilan Lelepon? % lokasi perangkat ini? media, dan file di perangkat? = gambar dan merekam video?

STNAN HANTA SAT APLIGASI DIGUNARAN LBRAN

TOLAK TaLAK

" @ “ ™ - < " @ < " ™

Gambar 8. Halaman permintaan perizinan aplikasi REKAN Kios



b. Setelah memberikan perizinan kepada aplikasi untuk mengakses
perangkat telepon genggam, pengguna dapat melanjutkan untuk Log
In/Masuk ke aplikasi Rekan Kios dengan mengisikan Kode Pengecer dan

Kata Sandi,

Mnmos S w -

RIS HRMS

Point of sales

Halo! Halo!

RTODOD033357 | RTOODON33357

Gambar 9. Input Kode Pengecer dan Kata Sand1 pengguna

c. Selanjutnya, pengguna akan diminta untuk menginputkan nomor telepon
yang nantinya akan digunakan sebagai metode dalam melakukan
verifikasi akun menggunakan kode OTP yang dikirimkan melalui pesan
ke nomor telepon tersebut. Proses verifikasi akun ini hanya dilakukan
satu kali pada saat pengguna baru melakukan aktivasi akun REKAN
Kios.

B2rMS

Point of sale

Verifikasi Kode oTP

uwunumw. fikay, O yang telah kami kirim ke
8 S5217408

i e ‘
i P ‘
- . = E e | ¢
L m @ - 'i - - - i

Gambar 10. Verifikasi akun REKAN Kios




d. Setelah proses verifikasi akun telah dilakukan, pengguna dapat mulai
untuk melakukan penyaluran pupuk bersubsidi dengan menggunakan
aplikasi REKAN Kios dengan menekan tombol “Jual Pupuk Subsidi”.

e. Kemudian, pengguna dapat melakukan Scan OCR KTP Petani yang akan

melakukan penebusan pupuk subsidi.

120 S ey = = o el

«~ Data e-RDKK

) Fendapatan hanl il

.o
L J
Q (S

i Ahmad Faisal wikion
it Subak Pemangket Perancak

o MANAR BHUARA

PO T AR AARA L
RALUPATIN 500 AR
2 42UP3130IDM0BUS

| Arham Sidik
SiG 551 aayi Subak Pemangket Perancak

AVRY MR RAR BHUANA

subak Selasih

DEGUS ARDANA
Deia MERAR BRLANA
DEWA KETUT ARNAWA Pusteon
STEEA 100! Subak Sebali
Cmse PUNGGUL

j  Kios Rintisan |
: | kecamatan Momar mreana

% |
1 | y Pustan
| meranda  miwayar Tecims B Hotfinasi  Peami | | DF:“'“Pm”"E"A' Subak Sebali
: | | PusasiA
| @ l » ® < | |

~ Gambar 11. Scan OCR KTP Petani

f. Jika petani tersebut terdaftar dalam e-Alokasi, maka data petani akan
muncul, kemudian pengguna dapat melanjutkan proses penyaluran
dengan melakukan klik pada tombol “Simpan Gambar”, lalu klik Card
petani yang telah berhasil ditemukan.

g. Selanjutnya, pengguna dapat melakukan penginputan jenis dan jumlah
pupuk yang ditebus petani. Pada sesi ini, pengguna juga dapat melihat
Jjumlah kuota e-Alokasi yang tersisa dari masing-masing jenis pupuk. Setiap

transaksi yang sudah dilakukan, secara otomatis jumlah kuota e-Alokasi

yang tersisa akan berkurang mengikuti jumlah pupuk yang disalurkan.

1A EE o QIS

PUpUK Amonium Sulfat ZA

|2 s (D

NIK KTP ditemukan

NIK KTP Berhasil discan yakni nomer
NIK 3202333010970003 dengan nama
Muhsmmad Ramdhon _Silahkan periksa
kembali kesesunian NIK. Anda juga
rapat mecubiah spcara manusl jika NIiK
yang terbocs kurang tepat

e

Pupuk Super Fosfat 5736

S o L)

Pupuk NPK Phonska

BT B 2,300 1 Kg 1 [+]

Pupuk NPK Formula Khusus
sa
(1 o
|

iAn e UL

1 | i |

| & NIK Ditemukan | [ Fupuk Organik Granut
[ I | | = e
‘ | e CEEID ! {0 i O |

| | | Fotal betanaan |
|| e
{ 1 |

] ® ] | | - ® < | ! ™ ® <

0 T %
3202333010970003 ‘ '

SCAN ULANG

Gambar 12. Proses OCR KTP Petani ditemukan dan Pilih Produk i



h. Setelah penginputan jenis dan jumlah pupuk yang akan disalurkan
sudah sesuai, pengguna dapat melanjutkan proses penyaluran dengan
melakukan klik pada tombol “Lanjutkan”

i. Selanjutnya, pengguna diminta untuk menginputkan jumlah yang harus
dibayar oleh petani atas penebusan jenis dan jumlah pupuk tersebut dan
meminta Petani untuk melakukan tanda tangan digital pada kolom

“Tanda Tangan”.
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Gambar 13. Proses Input nominal yang perlu dibayarkan & Tanda Tangan

Petani
j- Setelah penginputan jumlah biaya yang harus dibayar dan tanda tangan
digital telah dilakukan, pengguna dapat menyelesaikan penyaluran
dengan melakukan klik tombol “Simpan & Cetak”. Kemudian, secara
otomatis nota penyaluran pupuk bersubsidi akan tersimpan secara
digital dan tercetak melalui printer thermal yang tersambung dengan

perangkat telepon genggam pengguna melalui Bluetooth.
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3 Nota Penjualan PUPUK BERSUBSIDI
KIOS PUPUK LENGKAP (KPL):
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Garnbar 14. Proses SImpan dan cetak nota penyaluran

k. Seluruh hasil penyaluran menggunakan aplikasi REKAN Kios akan
secara otomatis di rekapitulasi pada aplikasi REKAN Kios dan pengguna
dapat mengunduh hasil rekapitulasi tersebut pada menu Lampiran 9
dengan cara klik menu Lampiran 9.

l. Kemudian, pengguna dapat mengatur periode rekapitulasi penyaluran

yang akan diunduh dengan melakukan klik tombol “Bulan” dan “Tahun”.
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Gambar 15. Rekapitulasi penyaluran



m. Selanjutnya, pengguna klik tombol “Unduh” dan memilih jenis file yang

akan diunduh oleh pengguna (jenis file excel atau pdf).
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Gambar 16. Unduh rekapitulasi penyaluran pupuk bersubsidi

3. Tata Cara Penggunaan SI Verval (Tim Verval)
Tim verval kecamatan melakukan verifikasi dan validasi transaksi
penebusan yang telah diinput oleh kios pengecer melalui situs web SI Verval.
Melalui situs ini pula, tim pembina kabupaten/kota dan provinsi dapat
melakukan monitoring dan melihat laporan dari tim verval. Berikut ini
langkah-langkah penggunaannya :

AL PUDUK BERSUBSION  DITIEN PS

Gambar 17. Halaman situs web SI Verval



a. Pertama-tama pengguna perlu mengakses

https:/ /pupukbersubsidi.pertanian.go.id /verval/. Kemudian, isi

username dan password serta memilih tahun penyaluran pupuk
bersubsidi.
b. Selanjutnya, pengguna mengklik login untuk masuk ke dalam SI Verval.
c. Kemudian muncul tampilan halaman depan dan menu pengguna SI
Verval. Berikut penjelasan dari masing-masing menu yang ada pada
akun user:

e Profile : Mengisi data petugas Verifikasi dan Validasi Tim
Kecamatan.

¢ Rekan : Melakukan aksi persetujuan/penolakan (approval),
pengawasan (monitoring), serta melihat laporan berdasarkan
statusnya (reporting) untuk data yang diinput oleh kios melalui
aplikasi Rekan. Menu ini hanya dapat diakses pada wilayah
piloting penggunaan aplikasi Rekan.

e T-Pubers: Melakukan aksi persetujuan/penolakan (approval),
pengawasan (monitoring), serta melihat laporan berdasarkan
statusnya (reporting) untuk data yang diinput oleh kios melalui
aplikasi T-Pubers.

e Laporan : Melihat hasil persetujuan/penolakan yang dilakukan
oleh tim verval kecamatan (user tim pembina).

¢ Petunjuk pengoperasian.

e Sign out : Keluar dari akun SI Verval.

B T R Ao s B A0 o A s 20 R el e &

Profil Saya Profil Saya

Username [ Username | ‘1

#ama Lengkap | Mams Lengiap

-l

Copyright € 2021 Fiere
Ji. Harsono RM No. Ragenan
Telp: 021-TR08111, 021-THO4114. Fax: 021-T806

Copyright 2 2021 Kewe
JL Harsono RM Ko.3 Ragunan
Telp: 0217806131, 021- 7804116, Fax: 021-7506

Gambar 18. Tampilan menu user tim verval kecamatan



d. Setelah membuka menu ¢“Approval T-Pubers” atau “Approval Data
Rekan”, pilih data transaksi penebusan kios yang telah diinput dalam
filter kios.

o VervaliPupuk

# Home 2021

Profil Saya

B poofile
Tanggal : 2021-08-14 12:21:32
Username
& Data T Pubers
Nama Lengkap
NIP
No SK

" Ubah Profile Ubah Password

Gambar 19. Tampilan menu user tim pembina kabupaten/kota dan provinsi

e. Kemudian, tim verval kecamatan dapat melakukan persetujuan dengan
mengklik tombol “Setujui (Hijau)” atau melakukan penolakan dengan
mengklik tombol “Tolak (Merah)”. Pengguna juga dapat menyetujui
seluruh data transaksi penebusan dengan mengklik “Setujui semua

(Oranye)”.

Copyright © 3021

L. Harsono RM No, 2 Ragunan, Jakarta Selatan 12550
Telp: 021-7806131, 621- 7804116, Fax: 0217806305, Email : webmaster@pertanian.go.id
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Gambar 20. Proses persetujuan tim verval kecamatan



f. Untuk wilayah piloting menggunakan aplikasi Rekan, bukti transaksi
dapat diakses pada aplikasi Verval pada menu “Bukti Transaksi”
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Gambar 21. Bukti Transaksi penebusan

g. Jika ingin melihat secara rinci transaksi penebusan, maka pengguna

dapat mengklik tombol “Detil (Biru)”.

Nama

Tanggal
Tebus

Jenis Pupuk
Ke NPK

zA e Kg sP-36

HPK 00 Kg Organic
Formula
Khusus

PoC

Gambar 22. Data transaksi penebusan pupuk salah satu petani

h. Ketika mengakses menu “Monitoring Data T-Pubers” atau “Monitoring
Data Rekan”, terlebih dahulu pilih provinsi (tim verval pusat), kabupaten
(tim pembina provinsi), kecamatan (tim pembina kabupaten), kios,

status, dan bulan transaksi penebusan.




i. Ketika mengakses menu “Reporting Data T-Pubers” atau “Reporting Data
Rekan”, terlebih dahulu pilih bulan dan status transaksi penebusan.

j. Adapun status verifikasi dan validasi melalui e-verval adalah sebagai
berikut :
- Menunggu Persetujuan Tim Verval Kecamatan
- Ditolak Tim Verval Kecamatan
- Disetujui Tim Verval Kecamatan (Menunggu Persetujuan Pusat)
- Ditolak Tim Pusat

- Disetujui Tim Pusat

Verifikasi Data Penebusan Pupuk Bersubsidi

Urtuk Marorpdlkan Duta, mataz Hbb Terlesa Denvdu
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L v
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tod P 34y
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Gambar 23. Tampilan halaman Monitoring Data T-Pubers atau Monitoring Data Rekan
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Gambar 24. Tampilan halaman Reporting Data T-Pubers atau Reporting Data Rekan



Lampiran 8.

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN (PRODUSEN)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jabatan

Perusahaan

menyatakan bahwa data dan kelengkapan dokumen yang kami sampaikan
berkaitan dengan tagihan subsidi pupuk periode bulan ........ tahun .........
adalah benar dan menjadi tanggung jawab PT ............c..ccoeeenine baik secara
formal maupun material.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

......... 210

Produsen PT ................

ttd,materai dan stempel

Nama



Lampiran 9.

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PUPUK

BERSUBSIDI TIM PUSAT

PRODUSEN ...

PERIODE OULAN .. TAHUN

Pada hari ... possp—— 1] ifikast dan validasl pupuk a becikut ©
1. Volume Penysluren
Usulan Korekst Rasil Verifidzsi & Vadasi
No Jents Puput Ookumen Lzpngan
Ton/lter Ton/lter Ton/ner Ton/tner
1 |Urea
2 |sP26
3|2a
4 |NPK
5 |NPK Formula Khusus (untuk kakso)
6 [Organik Granul
7 |Organik Cair
Total
2. Nilai dalam Rupish
Koreks) Hasil Verifikasi & Validash
- rents Pusat wpp uev Nilai Subsici Uolan
ents Pupul Dok Lay
(Rp/Ton/Ker} (Rp/Ton/iter) (Rp/TonfBas) umen pangan
Rp rp Ap Rp
1 |Urea
2 |sP36
1l7a
4 [nex
S INPK Formuls Khusus (untuk kakaol
6 |Ocganit Granut
7 |Organik Cair
Total
Informasi tambshen yeng pedu kams sampaken sdeish sedogs benkut
- Daser Taghen Dig dengan Surat usulsn Diseksi PT Pupuk kndonesis (Perseto)
Disl dengan Swat Dirwksl Produzen Pupek
- Dokumen Peneghen Disl dengan Surst Pernyslsan Tanggung Jawad Mutiak Dirut PY Pupuh indonesie (Persero)
Disl dengzn Surz) Kusss Penaghion Diut P Pupuk bidenesia (Persero) ke Disuksi Produsen puput
. Di dengan Saral Penysmpaisn feghian dat PT Pupuk indenea (Perserc)
DEN dengan Swrat Taghen dari prodasen pupuk
- Disl dengan Dokumen Bertle Acara Hasil Verifkasi dan Vo¥dssl Kecamaten dan Berlla Acars Hasd VertRasi dan Volidssi Lepangan Kecamalan
- Metode VenSikas - Disi dengan an dengan doki epangan
- Keterangon horek ot Dési dengan Koreksé hasdl vediEhssi dan vaddasi
+ Vohume dan HET pupuk bersubad mengacu ke Peraturan Menten Petarsa No .
- HPP Menten F
- Pagu submds berdasarksn SP DIPA Nomor
- Nim Submd » HPP - HET
Dermakian Bents Acars i dibud untuk dapal dpecgunsien dengen semwalnys
TN VERIFIKAS) PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
t { ) 10 { )
2 ¢ ) n { )
{ )
3 ( ) 12 ( )
4 4 ) 13 4 ) PRODUSEN
5 { ) 1" ( ]
e ( ) 15 ‘ )
< )
7 [} ) 18 t )
8 { ) " { )




Lampiran 10.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI LAPANGAN PUPUK BERSUBSIDI TIM
PUSAT
Pada hari ...(diisi harj...... tanggal ...(diisi tgl, bulan, tahun....... telah
dilakukan verifikasi lapangan di Provinsi ...(diisi nama provinsi).... Kabupaten
...(diisi nama Kabupaten).... Kecamatan ...(diisi nama Kecamatan)..... , Desa
...... (diisi nama Desq)....... Periode .....(diisi bulan dan tahun)... sampai dengan
..... (diisi  bulan dan tahun)... dari Produsen ..................... dan
Distributor.........c.coccoveieniin. dengan hasil sebagai berikut :
1. Penyaluran bulan............. (Ton/liter)
Jenis Pupuk
NPK
Formula
No | Penyaluran |Urea|SP-36 | ZA | NPK | Khusus OrganikiOrganik
Granul| Cair
(untuk
kakao)
Data
! Pengecer/Hasil
Verifikasi dan
Validasi
2 Koreksi
3 Hasil Verifikasi
Lapangan

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

1 Urea
Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........

2 SP36 ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ......
Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........

3 ZA ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ......

Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........

. ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ......



4 NPK

NPK

Formula

ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ......

5 Khusus

Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........

(untuk
kakao)
Organik
Granul
Organik

Cair

Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........

Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........

ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ......

ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ......

2. Penyaluran bulan............. (Ton/liter)
Jenis Pupuk
NPK
Formula ) .
No Penyaluran | Urea | SP-36 | ZA | NPK | Khusus Organik|Organik
Granul| Cair
(untuk
kakao)
Data
. Pengecer/Hasil
Verifikasi dan
Validasi
2 Koreksi
3 Hasil Verifikasi
Lapangan

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

1 Urea
Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........
> SP36 - ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..
Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........
ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..
3 ZA :Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........



NPK

NPK

Formula

Khusus :

(untuk
kakao)
Organik
Granul
Organik

Cair

ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ...... di

Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........

ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ...... di
"‘Desa...... Kelompok Tani ..... karena ...........
ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ...... di

‘Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........



DemikianBerita Acara Hasil Verifikasi Lapang ini dibuat untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui,

Tim Verifikasi dan Distributor Wakil Produsen
Validasi Pusat = e e,

(Nama dan Tanda (Nama dan Tanda Tangan)  (Nama dan Tanda

Tangan) Tangan)

(Nama dan Tanda (Nama dan Tanda Tangan)  (Nama dan Tanda

Tangan) Tangan)
3.
Kios Pengecer
(Nama dan Tanda (Nama dan Tanda
Tangan) Tangan)
Diketahui,
Tim Verval Kecamatan Tim Pembina
(Nama dan Tanda (Nama dan Tanda

Tangan) Tangan)



Lampiran 11. Tata Cara Penginputan Sistem e-Alokasi

Penetapan alokasi dilakukan melalui sistem e-Alokasi yang terdiri dari
penetapan alokasi tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sistem e-
Alokasi dapat diakses melalui portal pupuk Dbersubsidi yaitu:

pupukbersubsidi.pertanian.go.id seperti yang tampak pada Gambar 25. Setelah

klik login pada menu e-Alokasi akan muncul tampilan halaman utama seperti
Gambar 26.

E-ALOKASI E-VERVAL T-PUBERS

Gambar 25. Halaman utama portal pupuk bersubsidi

Kementerian Pertanian Republik
Indonesia
e-Alokasi Tahun 2023

Gambar 26. Halaman utama e-Alokasi



Terdapat dua proses utama dalam mekanisme penetapan alokasi melalui
sistem e-Alokasi, yaitu 1) Penginputan Alokasi dan 2) Verifikasi dan Validasi
Berjenjang.

A. Penginputan Alokasi

1. User Admin Pusat

User admin pusat digunakan untuk menetapkan alokasi pupuk bersubsidi
tingkat pusat berupa alokasi per provinsi. Berikut ini menu yang terdapat pada
user admin pusat :

e Ringkasan : menu ini digunakan untuk melihat ringkasan data alokasi
yang sudah diinput oleh user berdasarkan status pengajuan.

e Alokasi : menu ini digunakan untuk menginput data alokasi ke dalam
sistem e-Alokasi.

e Laporan : menu ini digunakan untuk melihat, mengunduh, dan mencetak
laporan hasil akhir input per provinsi.

Adapun langkah penginputan alokasi tingkat Pusat adalah sebagai berikut :

1) Login dengan memasukkan username dan password pada halaman
utama. Kemudian, klik tombol “Log In”.

2) User mengunggah Keputusan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan
Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi ke dalam sistem e-Alokasi, dan
selanjutnya melakukan penginputan volume alokasi. Untuk mengunggah
klik “Choose File” untuk memilih file, kemudian klik “Upload File” untuk
melakukan pengunggahan.

Upload File SK

2 Upload Alokasi Tahun 2023

Fiz pengesahan varg oupoad harus d3am bymat I8/ RE/ BOF

Gambar 27. Tampilan upload file Kepmentan pada user Admin Pusat



3) Klik tombol alokasi pada pojok kiri atas seperti gambar di bawah ini.

4) Muncul tampilan menu input alokasi per provinsi per jenis pupuk seperti
gambar di bawah ini. Isi volume alokasi dengan mengklik tombol “Input
Alokasi”, lalu isi volume alokasi Urea, NPK, dan NPK Formula pada

kolom tersedia. Setelah alokasi provinsi selesai diisi klik “Simpan”.

{8 fupt Alokasi Tahun 2023

SUMATERALTARA
\CEH

RIAU

LAMPUNG

JAMBI e

] SUMATERA SELATAN

BENGKULU

L INPUT ALOKAST

UREA a

Max alokasi yang dapat diinput
25340000

NPK a
Max alokasi yang dapat diinput 5314

NPK Formula 0
Max alokasi yang dapat diinput 5414

Gambar 28. Menu input alokasi per provinsi

5) Setelah alokasi terisi semua, klik tombol “Simpan Data Alokasi ”.

6) Alokasi pupuk per provinsi yang telah terinput ke dalam sistem akan
menjadi dasar bagi provinsi dalam melakukan alokasi per
kabupaten/kota. Data hasil input alokasi sudah bersifat final, kecuali
jika terdapat realokasi tingkat pusat yang berdampak pada alokasi per
provinsi.

7) Apabila diperlukan realokasi, klik tombol “Realokasi” pada kolom paling
kanan masing-masing provinsi. Lalu kolom input alokasi akan kembali
muncul seperti Gambar 28 bawah akan muncul. Setelah Admin Pusat
melakukan realokasi, maka realokasi sudah dapat dilakukan mulai dari

Admin Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Kecamatan.



2. User Admin Provinsi
User admin provinsi digunakan untuk menetapkan alokasi pupuk bersubsidi
tingkat provinsi berupa alokasi per kabupaten/kota. Berikut ini menu yang
terdapat pada user admin pusat :
¢ Ringkasan : menu ini digunakan untuk melihat ringkasan data alokasi
yang sudah diinput oleh user berdasarkan status pengajuan.
e Alokasi : menu ini digunakan untuk menginput data alokasi ke dalam
sistem e-Alokasi.
e Laporan : menu ini digunakan untuk melihat, mengunduh, dan mencetak
laporan hasil akhir input per kabupaten /kota.
Adapun langkah penginputan alokasi tingkat Provinsi adalah sebagai berikut :
1) Login dengan memasukkan username dan password pada halaman
utama. Kemudian, klik tombol “Log In”.
2) User perlu mengunggah Surat Keputusan (SK) Alokasi Tingkat Provinsi
yang telah ditetapkan oleh Gubernur ke dalam sistem e-Alokasi, dan
selanjutnya melakukan penginputan volume alokasi.

8 Input Alokasi Tahun 2023;

= Upload Alokasl Tahun 2023

File yang diup'cad harus dalam format PCF

Chonsa i |1 Fiu chosan

‘e Dralt SK teti dfaioad -> Uhst £

Gambar 29. Menu Upload SK Alokasi T e



3) Setelah file SK selesai diunggah, klik tombol alokasi pada pojok kiri atas

seperti gambar di bawah ini.

Ll Ringkasan

<> Alokass

&= Laporan -

=

<> SK & Pengesahan

4) Muncul tampilan menu input alokasi per provinsi per jenis pupuk seperti
yang ditunjukkan pada Gambar 28. Volume alokasi harus sama dengan

volume alokasi yang sudah dinput oleh Pusat.

Input Alokasi

Selatutyn silahian han okaw pada form benint

Tips sebelum mpt sokasi
1 Labshan &

aal yatg SRR Sama Ceran § i yang telah diarekawi
seav Wi tembe! Input Alokasi vag berada disebelah kanan padas

e ¢ D |
!
MIRANG N S i
) e, |
SARDLANGUN i :
c TS, )
BATANGHARL ‘aﬁ! “!',“ i
= 3 -

HUARQ JARBE ke p

TAHIUNG JABUNG BARAT g é‘:\t ¢ Adckps |

L INPUY AL OKAST

UREA (8]
Max alokast yang dapat dilnput
29330000
NPK o
Max alokasi yang dapat diinput 5314
NPK Formula a

Max alokasi yang dapar diinput 5414

Gambar 30. Menu input alokasi per kabupaten/kota

5) Isi volume alokasi dengan mengklik tombol “Input Alokasi”, lalu isi
volume alokasi Urea, NPK, dan NPK Formula pada kolom tersedia.
Setelah alokasi kabupaten/kota selesai diisi, klik “Simpan”.

6) Alokasi pupuk per kabupaten/kota yang telah terinput ke dalam sistem
akan menjadi dasar bagi kabupaten/kota dalam melakukan alokasi per

kecamatan. Data hasil input alokasi sudah bersifat final, kecuali jika



terdapat realokasi antar provinsi yang berdampak pada alokasi per
kabupaten/kota. Realokasi hanya dapat dilakukan jika User Pusat
sudah melakukan aksi realokasi antar Provinsi.

7) Apabila diperlukan realokasi, klik tombol “Realokasi” pada kolom paling
kanan masing-masing provinsi. Lalu kolom input alokasi akan kembali
muncul seperti Gambar 28 bawah akan muncul. Jika sudah selesai diisi,
klik “Simpan”. Pastikan total volume dari seluruh kabupaten/kota sama
dengan volume realokasi dari Pusat.

3. User Admin Kabupaten/Kota

User admin kabupaten/kota digunakan untuk menetapkan alokasi pupuk
bersubsidi tingkat kabupaten/kota berupa alokasi per kecamatan. Berikut ini
menu yang terdapat pada user admin pusat :

e Ringkasan : menu ini digunakan untuk melihat ringkasan data alokasi
yang sudah diinput oleh user berdasarkan status pengajuan.

e Pengawasan : menu ini untuk melakukan pencarian NIK yang sudah
masuk ke sistem, sehingga dapat diketahui NIK tertentu sudah terdaftar
di wilayah mana saja.

e Alokasi : menu ini digunakan untuk menginput data alokasi ke dalam
sistem e-Alokasi.

e Laporan : menu ini digunakan untuk melihat, mengunduh, dan mencetak
laporan hasil akhir input per kecamatan.

Adapun langkah penginputan alokasi tingkat Kabupaten/Kota adalah sebagai
berikut :

1) Login dengan memasukkan username dan password pada halaman

utama. Kemudian, klik tombol “Log In”.

Input Alokasi

Input Alokasi Tahun' 2023

G e R T

Gambar 31. Menu upload Draf SK Alokasi Tahun S ————



2) User perlu mengunggah draf Surat Keputusan (SK) Alokasi Tingkat
Kabupaten/Kota yang telah membagi alokasi pupuk per kecamatan ke
dalam sistem e-Alokasi untuk selanjutnya melakukan penginputan

volume alokasi.

3) Klik tombol alokasi pada pojok kiri atas seperti gambar di bawah ini.

bl Ringkasan

& Pengawasan
€ Alokasi

-] Laporan ~

=

4) Muncul tampilan menu input alokasi per kecamatan per jenis pupuk
seperti gambar di bawah ini. Volume alokasi kecamatan harus sama

dengan volume alokasi yang sudah diinput oleh Admin Kabupaten/Kota.

Input Alokasi
[ Input Alokasi Tahun 2023
s

e e

Selanjutnya silahkan iskan alokasd pada form berfkut
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Gambar 32. Menu input per kecamatan



5) Isi volume alokasi dengan mengklik tombol “Input Alokasi”, lalu isi
volume alokasi Urea, NPK, dan NPK Formula pada kolom tersedia.
Setelah alokasi kabupaten/kota selesai diisi, klik “Simpan”.

6) Alokasi pupuk per kecamatan yang telah terinput ke dalam sistem akan
menjadi dasar bagi petugas yang menangani pupuk dalam menyusun
konsep alokasi per petani sesuai kriteria petani yang ditetapkan dalam
Permentan 10 Tahun 2022. Data hasil input alokasi sudah bersifat final,
kecuali jika terdapat realokasi antar kabupaten/kota yang berdampak
pada alokasi per kecamatan. Realokasi hanya dapat dilakukan jika User
Admin Provinsi sudah melakukan aksi realokasi antar Kabupaten/Kota.

7) Apabila diperlukan realokasi, klik tombol “Realokasi” pada kolom paling
kanan masing-masing provinsi. Lalu kolom input alokasi akan kembali
muncul seperti Gambar 28 bawah akan muncul. Jika sudah selesai diisi,
klik “Simpan”. Pastikan total volume dari seluruh kabupaten/kota sama

dengan volume realokasi dari Pusat.

4. User Kecamatan

a. Penetapan Alokasi Per Petani

User admin kecamatan digunakan untuk menginput konsep alokasi pupuk
bersubsidi per petani sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Permentan 10

Tahun 2022. Berikut ini menu yang terdapat pada user admin kecamatan:

i Pengajuan

& Data Reject Bank

Q Cetak Data

3 Master Data -

Gambar 33. Menu pada user Admin Kecamatan

e Ringkasan : menu ini digunakan untuk melihat ringkasan data alokasi
yang sudah diinput oleh user berdasarkan status pengajuan.

e Pengajuan : menu ini digunakan untuk penginputan usulan alokasi per
petani.

e Data Reject Bank : menu ini digunakakan untuk melihat data Reject Bank.



e Cetak Data : menu ini digunakan untuk melihat, mengunduh, dan
mencetak data cetak e-Alokasi sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi
oleh kios pengecer.

e Master Data : menu ini digunakan untuk melihat master data wilayah,

pengecer, kelompok tani, subsektor, dan komoditas.

Adapun langkah penginputan alokasi tingkat Kecamatan adalah sebagai
berikut :

1) Login dengan memasukkan username dan password pada halaman

utama. Kemudian, klik tombol “Log In”.
2) Klik tombol “Pengajuan” pada sebelah kiri halaman utama atas seperti
Gambar 33.
3) Selanjutnya klik “Input Usulan Alokasi (Upload CSV)” untuk melakukan

penginputan alokasi per petani.

Pengajuan ALOKASI

& Irgnt Usetan Aloicasi fUipioad €3]

Tt 3 & | T Doahind Bl

Gambar 34. Tampilan menu pengajuan pada user kecamatan

4) Kemudian, unduh template usulan e-alokasi pada tautan yang tertera
pada laman Langkah 1. Isi data usulan e-alokasi sesuai dengan kolom
yang tertera pada template yang terdiri dari : nama penyuluh (Kolom A),
NIK petani (Kolom B), nama ibu kandung (Kolom C), kode desa (Kolom
D), ID Poktan (Kolom E), kode kios pengecer (Kolom F), subsektor (Kolom
G), komoditas (Kolom H, M, dan R, luas tanam (Kolom I, N, dan S), dan
volume alokasi pupuk yang diusulkan (J-L, O-Q, dan T-V). Pengusulan
dapat dilakukan hingga 3 musim tanam.

5) Setelah data e-alokasi diisi sesuai format dalam template, file excel e-
Alokasi disimpan dalam format .csv. Untuk melakukan pengunggahan.
pertama-tama klik “Selanjutnya” pada Langkah 2. Kemudian muncul
tampilan Langkah 3 sebagai lokasi pengunggahan file data e-Alokasi



dalam format .csv. Kemudian, klik “Choose File” untuk memilih file yang
akan diunggah dan selanjutnya klik “Upload File” untuk mengunggah file

yang telah dipilih.
BRAND!, SRRl ¢ iy 0 i R A &) P
Nama Penyuluh Kre Nama Ibu Kandung Kode Desa 1D Poktan Kode Kios Peﬂgecer Subsektor
H eI et v ; J K { L
Komoditas MT1 Luas Lahan (Ha) MT1 Pupuk Urea (Kg) MT1 Pupuk NPK (Kg) MT1 Pupuk NPK Formula Khusus (Kg) MT1
M i 3 N o iF g : Q
Komaoditas MT2 Luas Lahan (Ha) MT2 Pupuk Urea (Kg) MT2 Pupuk NPK (Kg) MT2 Pupuk NPK Formula Khusus (Kg) MT2
R St LS S ) S e BT oL A v
|Komoditas MT3 Luas Lahan (Ha) MT3 Pupuk Urea (Kg) MT3 Pupuk NPK (Kg) MT3 Pupuk NPK Formula Khusus (Kg) MT3

Gambar 35. Tampilan template data e-Alokasi
6) Apabila terjadi gagal unggah, data yang unduh akan terunduh otomatis
beserta alasan kegagalannya. Setelah file berhasil terunggah klik selesai.

Tata Cara Upload Pengajuan ALOKASI

Downiload Template Input Data Upload C5V

Langkah 3: Upload CSV

Upload file CSV Template vang telah diisi pada keolom di bawah ini:

F r:o::j:.E Ff:!éiﬁ o file chosen

.

Gambar 36. Menu Unggah File CSV e-Alokasi
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Langkah 3: Upload CSV
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Gambar 37. Keterangan gagal unggah data e-Alokasi (kanan) dan keterangan
berhasil unggah data e-Alckasi (kiri)



b. Realokasi pupuk per petani

Realokasi pupuk per petani dapat dilakukan apabila user admin
Kabupaten/Kota sudah melakukan realokasi pupuk antar kecamatan.
Realokasi dilakukan secara serentak mulai dari tingkat pusat hingga
kecamatan. Adapun realokasi petani hanya bisa dilakukan terhadap petani
yang belum melakukan penebusan pupuk bersubsidi. Langkah-langkah
realokasi per petani adalah sebagai berikut :

1) Login dengan memasukkan username dan password pada halaman utama.

Kemudian, klik tombol “Log In”.
2) Pilih menu “Realokasi” pada sebelah kiri halaman.

Pengajuan REALOKASI

L imout Undie Mol Lipkead T9

A

Q: r ¥t 3 . . Hapus/Edit/Kirkn

e Hapus/Tdit/Kiren

Hapus/Edit/Kirim

Gambar 38. Tampilan Menu Realokasi

3) Terdapat beberapa kriteria dalam mekanisme realokasi pupuk per petani :

e Penambahan data usulan petani baru melalui tombol “Input usulan
alokasi (CSV)” apabila sudah terdaftar dalam SIMLUHTAN dan masih
ada sisa alokasi kecamatan yang belum dibagi ke petani. Mekanismenya
sama seperti penginputan alokasi awal per petani.

e Penghapusan data petani melalui tombol “Hapus” bagi petani yang
belum melakukan penebusan hingga proses realokasi sudah dibuka
oleh sistem.

¢ Penambahan volume alokasi petani melalui tombol “Edit” dapat
dilakukan apabila masih ada sisa alokasi kecamatan yang belum dibagi

ke petani dengan kriteria : a) petani yang belum melakukan penebusan



atau b) petani yang sudah melakukan penebusan dengan batas atas

dosis rekomendasi masing-masing kecamatan.

e Pengurangan volume alokasi petani melalui tombol “Edit” dapat

dilakukan dengan kriteria : a) alokasi yang terinput melebihi pagu

alokasi kecamatan, b) petani belum melakukan penebusan, atau c)

masih ada sisa alokasi per NIK petani dengan batas bawah volume yang

sudah ditransaksikan.

4) Setelah data realokasi sudah masuk ke dalam sistem, klik “Kirim” pada

kolom aksi.
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Gambar 39. Mekanisme realokasi pupuk bersubsidi dalam sistem e-Alokasi

B. Verifikasi dan Validasi Berjenjang

Setelah admin kecamatan melakukan penginputan konsep alokasi per petani,

dilakukan proses verifikasi dan validasi terhadap hasil tersebut. Verifikasi dan

validasi dilakukan melalui proses pengesahan hasil penginputan alokasi secara



berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten/kota. Berikut ini
merupakan jenis user :

1. User Koordinator Penyuluh

2. User Kepala Seksi yang menangani pupuk

3. User Kepala Bidang yang menangani pupuk

4. User Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

5. User Bupati/Walikota

Menu yang terdapat pada kelima user tersebut sama, yakni sebagai berikut :

¢ Ringkasan : menu ini digunakan untuk melihat ringkasan data alokasi yang
telah diinput oleh user.

e Persetujuan : menu ini untuk melakukan persetejuan atau penolakan
terhadap hasil input alokasi per petani. Terdapat tiga filter yang muncul
dalam menu ini, yaitu filter kelompok tani, filter desa/kelurahan, dan filter
kecamatan. Filter kelompok tani dan kelurahan muncul di semua user.
Sedangkan filter kecamatan baru muncul pada user Kepala Seksi hingga
user Bupati/Walikota. Adapun fitur-fitur yang terdapat dalam menu ini
adalah sebagai berikut :

a) Persetujuan seluruh usulan alokasi petani
b) Penolakan seluruh usulan alokasi petani
c) Persetujuan per NIK alokasi petani

d) Penolakan per NIK alokasi petani
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Gambar 40. Tampilan menu persetujuan alokasi

Pada saat Bupati/Walikota melakukan proses validasi, akan muncul Lembar
Pengesahan Alokasi Pupuk Bersubsidi Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
User harus mengunduh Ilembar pengesahan tersebut sebagai bukti

penginputan alokasi pada sistem telah sesuai dengan SK yang telah



ditandatangani Bupati/Walikota (Lampiran 12). Lembar pengesahan ini
diperlukan sebagai bukti validasi hasil input alokasi per kabupaten/kota.
Setelah tervalidasi melalui lembar pengesahan, data hasil input alokasi sudah
bersifat final, kecuali jika terdapat realokasi antar kabupaten/kota yang
berdampak pada alokasi per kecamatan.

Khusus realokasi, verifikasi dan validasi berjenjang hanya sampai user Kepala
Dinas Pertanian untuk kemudian diunduh lembar pengesahan realokasi
(Lampiran 13). Lembar pengesahan ini diperlukan sebagai bukti validasi hasil
input realokasi per kabupaten/kota. Data yang telah masuk ke dalam lembar
pengesahan realokasi bersifat final, kecuali jika terdapat realokasi
kabupaten/kota selanjutnya.

C. Cetak Data e-Alokasi
Setelah admin kecamatan melakukan penginputan konsep alokasi per petani,
dilakukan proses verifikasi dan validasi secara berjenjang mulai dari tingkat
kecamatan hingga kabupaten/kota. Pada saat Bupati/Walikota melakukan
proses validasi dan telah mengunduh lembar pengesahan, maka data e-alokasi
bersifat final. Dan segera dilakukan proses pencetakan data e-Alokasi melalui
menu cetak di user admin kecamatan. Data tersebut menjadi dasar
perencanaan sekaligus dasar penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat
pengecer. Tata cara mencetak data e-Alokasi sebagaimana berikut :

1) Pilih menu “Cetak Data”

2) Isi filter desa, kelompok tani, subsektor, komoditas, dan kios

3) Klik “Tampilkan Data” untuk menampilkan data cetak e-alokasi

4) Kemudian klik “Cetak” untuk mengunduh file cetak e-alokasi dalam

format PDF

e=-Alokasi

Cetak Lampiran 1

Gambar 41. 'Tér'npilah menu cetak e-Alokasi setelah filter diaktifkan



Lampiran 12. Lembar Pengesahan Alokasi Pupuk Kabupaten/Kota
KOP SURAT

LEMBAR PENGESAHAN
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023
Telah disahkan alokasi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2023 di
Kabupaten/Kota ............... , sebagaimana berikut:
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Keterangan:
Seluruh data yang terdapat dalam sistem e-Alokasi menjadi tanggungjawab
pihak yang mengesahkan



Lampiran 13. Lembar Pengesahan Realokasi Pupuk Kabupaten/Kota
KOP SURAT

LEMBAR PENGESAHAN
REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023
Telah disahkan alokasi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2023 di

Kabupaten / Kota ............... ) sebagaimana berikut:
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Kabupaten/Kota ...........c............. Tgl/Bln/Tahun
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.......................

TTD

Keterangan:
Seluruh data yang terdapat dalam sistem e-Alokasi menjadi tanggungjawab
pihak yang mengesahkan



Lampiran 14. Surat Kuasa Penebusan Pupuk Bersubsidi

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Anggota Kelompok Tani (Sebagaimana Tabel Penebusan)
Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.

Bersama dengan surat ini memberikan kuasa kepada:

Nama

Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat

No. KTP

No. HP

Nama Kelompok Tani

Jabatan Kelompok Tani:

Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

Dengan ini saya selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Penerima

Kuasa selaku ..................... (status hubungan)....... agar dapat melakuan
penebusan pupuk bersubsidi di Kios ............. dengan rincian sebagaimana
berikut:
Jumish Penebusan (Kg)
No| Nama Petani NIK Komodaas NPK Formula Alasan Tanda Tangan
Urea NPK
Khusus
1
2
3
dst

Demikian surat kuasa ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada

paksaan dari pihak manapun serta dapat digunakan sebagai mana mestinya.

.................... , Tgl/Bulan/Tahun




A.n Pemberi Kuasa

Materai

(Nama jelas)

Penerima Kuasa

(Nama Jelas)

Mengetahui
Penyuluh Kecamatan

...........

(Nama jelas)



Lampiran 15. Cetak data e-Alokasi

Kecamatan
Desa/Kelurahan

Kelompok Tani

Sub Sektor
Komoditas
Kios

Bagian

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI 2023

No. NIK

Nama

Kios/Pengecer|

Rencana Tanam (Ha)

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)

Urea

NPK

NPK Formula

MI1  |MT2  MT3 ML MI1  iMT2

MT3

ML

MT1

MT2

MT3

ML

O~ | on I |

N-]

—_
[=]

—
—

—
~N

—
w

=

—
wv

—
(=23

—
=

—_
(=3

—
-]

%]
=]

~N
—

~
~

~
a

=

]

Total

Tahun-Bulan-Tanggal Jam Unduh

pupukbersubsidi.go.id

Halaman






